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PUTUSAN
Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

————————— Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan

acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :----

CV. RIZKI AL BAROKAH, dalam hal ini diwakili oleh NENNY HENDENI,
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV.
Rizki Al Barokah, Bertempat tinggal di Jalan Surapati
Nomor 71, RT. 12 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara,

Provinsi Kalimantan Tengah ;

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Akta Pendirian Perseroan Notaris dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) Rudi Wibowo., SH., Spd, No. 02
tanggal 02 Oktober 2006 yang diubah dengan Akta
Pernyataan Masuk dan Keluar Pesero serta Perubahan
Nomor Alamat Kantor Perseroan Komanditer CV. Rizki Al
Barokah Notaris Akhmad Fibriansyah Bagan., SH., M.Kn,

Nomor 13, tanggal 31 Januari 2013 ;

Yang kemudian memberikan Kuasa kepada PUA
HARDINATA, SH, berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan advokat, beralamat kantor di Jalan Nuri Nomor

04, RT.01/RW.XXIV, Kelurahan Palangka, Kecamatan

Jekan raya, Kota Palangka Raya ;
Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai------------------- PENGGUGAT ;
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MELAWAN

1. NamaJabatan : KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
(POKJA 1Il) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) ;--------

Berkedudukan : di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2 (Komplek
Perkantoran Bupati Gunung Mas) Kuala Kurun, Provinsi

Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

2. CV. MIRlI JAYA, dalam hal ini diwakili oleh PAULUS ASALI,
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV.
Miri Jaya, Bertempat Tinggal di Jalan Letjend Soeprapto
No. 06 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Kalimantan Tengah ;

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Akta Pendirian Perseroan Komanditer Notaris Trisia Nova,

SH, Nomor : 5 tanggal 21 Januari 2004 ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 September 2015 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2
September 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK ;--

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
15/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK, tanggal 3 September 2015 tentang Lolos

Dismisal ;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
15/PEN-MH/2015/PTUN.PLK, tanggal 3 September 2015 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;---------------
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4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/2015/PTUN.PLK

tanggal 3 September 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;--

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2015/PTUN.PLK

tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
15/PEN-MH/2015/PTUN.PLK, tanggal 16 Desember 2015 tentang Pergantian
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;---------------

7. Putusan Sela Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK yang diucapkan oleh Majelis

Hakim pada Persidangan tanggal 15 Oktober 2015 ;

8. Dan Memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan

Tergugat ;

9. Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi ;

10. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK beserta

seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

--------- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2
September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 2 September
2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 22 September 2015, Penggugat telah

menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :------

. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;
Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Penetapan
Penyedia Jasa Nomor : 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,
31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara
Hasil Pelelangan tanggal,31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas
Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi, Lokasi

Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan MIRI MINASA
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dengan harga penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100 ,-( satu milyar delapan

ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah ) ;-------------

I KEPENTINGAN ;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum
secara langsung dari dikeluarkannya Penetapan Tata Usaha Negara oleh
Tergugat tersebut diatas, karena Perusahaan CV. Rizki Al Barokah sebagai
penawar terendah ( menguntungkan negara ) dari seluruh peserta lelang
untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga
penawaran dengan CV. Miri Jaya nominal sebesar Rp.84.900.100 (delapan
puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) dari nilai harga

penawaran sebesar Rp.1.879.900.000,- ;

Selaku penawar terendah pertama dengan nilai harga penawaran CV. Rizki Al
Barokah sebesar Rp.1.795.000.000,- seharusnya pemenang pertama ,akan
tetapi oleh tergugat gugur/tidak lulus karena alasan jadwal waktu pelaksanaan
sampai dengan PHO ( Provisonal Hand Over ) dan isian K3 ( Keselamatan
dan Kesehatan Kerja ) tidak sesuai dengan yang di persyaratkan dalam
dokumen pengadaan,Padahal pengisian K3 oleh Penggugat sudah sesuai
dengan Lembar Data Kualifikasi/ dokomen pengadaan Nomor 41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VII/2015  tanggal,07 Juli 2015 untuk Pengadaan

Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi ;

Penyebab dan/atau alasan Penggugat digugurkan / tidak lulus oleh Tergugat
hanya mengada ngada dan atau tanpa dasar alasan hukum ,seharusnya
Penggugat masih diberi ruang dan kesempatan dalam lingkup tahapan
klarifikasi pada proses pembuktian kualifikasi ,karena lebih fatal dan
bermasalah memenangkan peserta lelang/penyedia barang /jasa yang nyata

nyata merugikan negara dengan selisih nominal harga penawaran diuraikan
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diatas sebesar Rp.84.900.100.- antara harga penawaran Penggugat ( CV.

RIZKI AL BAROKAH ) dengan CV. MIRI JAYA ;

Penggugat keberatan yang diajukan dalam masa sanggah kepada tergugat
sebagaimana diunggah (Upload) pada aplikasi server LPSE Kabupaten
Gunung Mas Http://Ipse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/ 437379

/S, karena alasan digugurkan/tidak lulus sebagai penyedia jasa/pemenang

lelang | (pertama) tersebut ,maka upaya administrasi telah ditempuh
penggugat terhadap objek sengketa yang timbul dari perbuatan administrasi

yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara a qou ;

. DASAR HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa Obyek Sengketa tersebut secara yuridis normatif telah sesuai
dengan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  Jo. Pasal 1 angka (7) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah
mengatur bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata.” ;

Bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam
keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan
dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu

tidak keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sesuai
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dengan ketentuan pasal 87 huruf d dan e Undang - Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pertimbangan dari

ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan yang

menjadi obyek sengketa a quo ;
- Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Berita Acara Penetapan
Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-1I/VII/2015
tertanggal, 31 Juli 2015 sebagai objek sengketa telah diajukan
dan/atau dijalankan upaya administrasi dalam tenggang waktu yang
terjadwal oleh Tergugat dengan sanggahan lelang dari
Penggugat tertanggal, 03 Agustus 2015 dan dijawab Tergugat
dalam jendela Home Informasi tertanggal, 04 Agustus 2015
melalui  aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas
Http://Ipse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S ;---
- unsur individual bahwa Penetapan Berita Acara Penetapan Penyedia
Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-II/VII/2015 tertanggal,31
Juli 2015 yang menjadi obyek sengketa a quo ditujukan kepada

perorangan dan/atau Badan Usaha selaku penyedia jasa lainnya

sebagai peserta lelang ;

- sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme
atau prosedur yang harus ditempuh atau persetujuan Pihak lain serta
Penetapan dan pengumuman atas obyek sengketa a quo telah jelas
penggugat digugur kan/tidak lulus  dalam pelelangan tersebut dan
menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukan secara
tidak patut/ wajar dan adil tanpa alasan / dasar hukum sebagaimana
yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
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Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah pada pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Dokumen
Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh pihak dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa yang
diimplimentasi kan oleh Tergugat dalam Standar Dokumen Pengadaan
Elektronik yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 pada Dokumen Pengadaan

Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-II/VII/2015 untuk Pengadaan Jalan

Tumbang Miri — Tumbang Napoi ;

Maka Keputusan sebagai obyek sengketa a quo adalah Penetapan
Tata Usaha Negara diatas yang telah memenuhi unsur konkret,
individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/ atau Penetapan
Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dikeluarkan oleh
Pejabat Tata Usaha Negara , dalam hal ini dikeluarkan oleh Kelompok
Kerja Konstruksi Bangunan Sipil ( POKJA 11l ) Unit Layanan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ;

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku” ;------------=------
Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi
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pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara

negara lainnya ;
Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Jo
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “Unit Layanan Pengadaan yang
selanjutnya disebut ULP adalah Unit organisasi Kementerian / Lembaga /
Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat

pada unit yang sudah ada ;

Bahwa Pasal 1 angka 6 peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa
Konstruksi , menyatakan “ Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya
disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yang berfungsi melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Permanen, ULP dapat berdiri

sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada ;

Berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas, maka cukup jelas Tergugat
menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secara struktural
melekat pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kabupaten Gunung Mas adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 3 Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan ;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

- Bahwa Penggugat baru mengetahui penetapan penyedia jasa / pemenang
lelang a qou oleh Tergugat atas obyek sengketa tersebut pada saat
Penggugat membuka aplikasi server LPSE,karena tidak diberitahu hasil
pelelangan untuk tahapan lebih lanjut sesuai jadual lelang pada tahap
pembuktian kualifikasi tertanggal, 29 Juli 2015 dan Berita Acara Hasil
Pelelangan sebagaimana Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor
41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015
sehingga Penggugat mengajukan dan atau menyampaikan sanggahan
secara elektronik melalui aplikasi SPSE( Sistem Pengadaan Secara
Elektronik ) terhadap hasil evaluasi dan Penetapan Penyedia Jasa
kepada Tergugat sesuai dengan tenggang waktu dalam jadual/ tahapan
lelang melalui sanggahan tertanggal 03 Agustus 2015 Nomor
65/CV.RAB/PST/VIN/2015 perihal Sanggahan atas proses lelang Paket
pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi ;----------------

- Oleh Tergugat dijawab sebagaimana diunggah ( Upload ) pada aplikasi
server LPSE Kabupaten Gunung Mas Http : Ipse.gunungmas
kab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/437379 Nomor : SPPBJ tanggal 04
Agustus 2015 , Perihal Informasi lelang, dan karenanya untuk tahap
berikutnya Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )/ Pejabat Pengelola Tehnis
kegiatan akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) dan Penandatangan Kontrak Pekerjaan ;
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Bahwa dengan demikian tenggang waktu Gugatan pada Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan Pasal 55 UNDANG-UNDANG

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan

atau Pejabat”;
Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada Tanggal, 02 September
2015 dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan
puluh (90) hari sejak Penggugat Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa
Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015,
Sehingga Penggugat dirugikan oleh terbithya Penetapan  Tergugat
tersebut dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan Pasal 55 UNDANG-UNDANG tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;

V. DALIL POKOK GUGATAN:

1. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia Barang /Jasa
adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkan
Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2012 tenntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah Badan usaha
atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi/jasa
konsultasi Konstruksi dimaksud Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor 14/ PRT/M 2013
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tertanggal,17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tertanggal,4 Agustus 2014
tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi dan Jasa Konstruksi ;

2. Bahwa Penggugat sebagai penyedia Barang /Jasa mengetahui ada
Pengumuman Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri —
Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan
Miri Minasa melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik ( LPSE )

Kabupaten Gunung Mas pada Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil

(POKJA N ;
Pada aplikasi server Hittp:/Ipse.gunungmaskab.go.id/eproc/rekanan/

lelangmain/437379 dengan jadwal lelang sebagai berikut :--------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

TAHAP MULAI SAMPAI
Pengumuman 08 Juli 2015 Pukul |14 Juli 2015 Pukul 23
Pascakualifikasi 15,00 Wib :59 Wib
Download Dokumen | 08 Juli 2015 Pukul | 14 Juli 2015 Pukul 23 :
Pengadaan 15,00 Wib 59 Wib
Pemberian Penjelasan | 10 Juli 2015 Pukul | 10 Juli 2015 pukul 10 :

09,00 Wib 59 Wib
Upload dokumen | 11 Juli 2015 Pukul | 15 Juli 2015 Pukul
penawaran 00;00 12,00 Wib
Pembukaan Dokumen | 15 Juli 2015 Pukul | 15 Juli 2015 Pukul 23:
penawaran 12:01 59 Wib
Evaluasi penawaran 22 Juli 2015 Pukul |31 Juli 2015 Pukul
00:00 23,59 Wib

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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31 Juli 2015 Pukul

23,:59 Wib

Pembuktian kualifikasi

29 Juli 2015 Pukul

00:00

31 Juli 2015 Pukul

15,00 Wib

Upload Berita acara

hasil pelelangan

31 Juli 2015 Pukul

08:00

31 Juli 2015 Pukul

23,59 wib

Penetapan pemenang

31 Juli 2015 Pukul 08

:00

31 Juli 2015 Pukul

23,59 Wib

Pengumuman

Pemenang

31 Juli 2015 Pukul 08

:00

31 Juli 2015 Pukul

23,59 Wib

Masa sanggah hasil |01 Agustus 2015|03 Agustus 2015

lelang Pukul 00 :00 Pukul 15,00 wib

Surat Penunjukan | 04  Agustus 2015 |06  Agustus 2015

Penyedia Barang/Jasa | Pukul 00:00 Pukul 23,59 Wib

Penandatangan 04 Agustus 2015|06  Agustus 2015

Kontrak Pukul 00 :00 Pukul 23,59 Wib

3. Bahwa Penggugat mendaftar dan mengikuti sebagai peserta Pelelangan
Kegiatan :Penigkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi melalui
layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Kabupaten Gunung Mas
pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil ( Pokja Il ) , dan
Penggugat mengunduh ( Dwonload ) Dokumen Pengadaan Nomor
41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015  tanggal,07 Juli 2015 yang
diumumkan Tergugat dengan cara mengunggah ( Upload ) melalui aplikasi

SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ), dimana dokumen
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Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terakhir diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk tehnis
serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/ jasa secara

elektronik ;

4. Bahwa selain Penggugat mengikuti dan mendaftar sebagai peserta
Pelelangan Kegiatan : Peningkatan Jalan , Pekerjaan : Peningkatan Jalan
Tumbang Miri — Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Kahayan Hulu dengan
nilai pagu/HPS paket sebesar Rp. 1.950.000.000,- ( Satu milyar sembilan
ratus lima puluh juta rupiah ) juga diikuti oleh penyedia Barang/Jasa
lainnya, dimana menurut data yang diumumkan oleh Tergugat
dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE
(Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE Kabupaten
Gunung Mas Hitt://lpse. Gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/tahap/437379
dapat diketahui penyedia Barang/Jasa yang mendaftar ada sebanyak 12
penyedia Barang/Jasa yang memasukan dokumen penawaran ada 4

(empat ) Penyedia Barang/Jasa yaitu sebagai berikut :

1. CV.RIZKI AL BAROKAH sebesar Rp. 1.879.100.000,00
2. CV.MIRI JAYA sebesar Rp. 1.879.900.000,00
3. CV.MULTI KAPUAS RAYA sebesar Rp. 1.904.600.000,00
4. CV.WARTI sebesar Rp. 1.899.900.000,00
5. Bahwa dari ke 4 ( empat ) penyedia barang/ jasa yang memasukan
penawaran , Tergugat melakukan evaluasi dengan metode menggunakan

sistem gugur dengan sistem evaluasi penawaran terendah meliputi :-------

*  Evaluasi Administrasi ;

*  Evaluasi Teknis ;
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*  Evaluasi Kewajaran harga ;

*  Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;

*  Pembuktian Kualifikasi ;

6. Bahwa setelah Tergugat melakukan Evaluasi sebagaimana diuraikan pada
point angka 5 ( lima ) diatas terhadap Penyedia Barang/Jasa yang
mendaftar dan memasukan Penawaran Kegiatan : Peningkatan Jalan
Tumbang Miri- Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Miri Minasa dan
Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dengan cara mengunggah
( Upload ) melalui aplikasi SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik )
pada LPSE Kabupaten Gunung Mas Http :/lpse. Gunungmaskab
.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379 Penyedia Barang Jasa yang

memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat yakni sebagai berikut :-

1. CV. RIZKI AL BAROKAH dengan harga penawaran sebesar

Rp. 1.795.000.000,00 tidak lulus evaluasi karena jadual waktu

pelaksanaan sampai dengan PHO ( Provosionil Hand Over ) tidak
sesuai dengan dokumen pengadaan dan isian K3 tidak sesuai

dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan ;---------------

2. CV. MIRI JAYA  dengan harga penawaran  sebesar

Rp.1.879.900.000,00 LULUS EVALUASI ;

3. CV. WARTI dengan harga penawaran sebesar Rp.1.899.900.000,00

tidak lulus evaluasi karena jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan

PHO tidak sesuai dengan dokumen pengadaan ;

4. CV. MULTI KAPUAS RAYA dengan harga penawaran sebesar

Rp. 1.904.600.00,00 gugur Pembuktian Kualifikasi karena tidak
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dapat menunjukan dokumen kontrak yang asli/foto copy yang sudah

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yang ada hanya foto

copynya saja ;

7. Bahwa hasil evaluasi penawaran/ dokumen kualifikasi dari tanggal,27 Juli
2015 sampai dengan 31 Juli 2015 oleh Tergugat pada Paket pelelangan
kegiatan pekerjaan Peningkatan jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi
lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan Miri
Minasa yang diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi yaitu CV.
MIRI JAYA dan CV. MULTI KAPUAS RAYA karena kedua Penyedia
/rekanan ini sudah memenuhi persyaratan administrasi ,teknis dan harga
serta kualifikasi , dan selanjutnya sebagaipenyedia jasa/ pemenang
Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang
Napoi yang ditetapkan oleh Tergugat CV. MIRI JAYA dengan harga
penawaran yang terkoreksi sebesar Rp.; 1.879.900.100,00 dan terhadap
CV. MULTI KAPUAS RAYA dengan harga penawaran yang terkoreksi

sebesar Rp.1.904.606.900,00 gugur / tidak lulus pada tahapan

pembuktian Kualifikasi ;
8. Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi oleh Tergugat karena
jadual waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan
dokumen Pengadaan dan isian K3 tidak sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, padahal Penggugat sudah
menampilkan dalam dokumen penawaran terkait dengan PHO kegiatan
pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbag Napoi pada bulan
ke IV pada Minggu Ketiga dan Keempat sesuai dengan masa waktu
pelaksanaan pekerjaan yang dipersyaratkan selama 120 ( seratus dua

puluh hari ) kalender, jadi syarat seperti apa dan Bagaimana ? Selanjutnya
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terkait dengan K3 oleh Penggugat sesuai ditampilkan dengan LDK
( Lembar data kualifikasi/dokumen pengadaan) dengan telah dicantumkan
item atau jenis pekerjaan yang ada diperincian pekerjaan ,semua sesuai
beserta dengan resiko maupun penangananya . Alasan yang dikehendaki

oleh Tergugat tersebut mengada ngada tidak transparan sepertinya

lelang terindikasi diatur dan lelang hanya formalitas ;

9. Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan / keberatan dengan Tergugat
alasan menggugurkan/ tidak lulus dalam pelelangan perusahaan CV.
RIZKI AL BAROKAH tanpa landasan / fakta fakta hukum yang jelas
sebagaimana sanggahan oleh penggugat tertanggal,03 agustus 2015
Nomor 65/CV.RAB/PST/VIII/2015 atas penetapan pemenang lelang
paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi
yang dijawab  Tergugat tanggal, 04 Agustus 2015 melalui
aplikasi LPSE Kabupaten Gunung Mas Http:/Ipse.gunungmaskab

.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379 tertanggal, 04 Agustus 2015 ;--------

Selain kedua alasan penilaian tergugat tersebut, Penggugat pada tahapan
lelang pasca kualifikasi dengan sistem gugur baik untuk Pemilihan

Langsung maupun lelang umum yang dijawab Tergugat dalam jawaban

sanggahan telah tersedia tahapan aanwijsing pekerjaan, Padahal untuk
kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi
sudah cukup jelas, tidak memerlukan penjelasan pada tahapan

aanwijsing;

Dan Tergugat dalam penjelasan pekerjaan tanpa ada hal hal yang
dipertanyakan peserta lelang seharusnya Tergugat menyediakan salinan
Berita Pemberian Penjelasan ( BAPP ) yang ditanda tangani oleh POKJA

[l ULP sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik
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Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2012 tentang Standar dan Pedoman
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi , lampiran | Pedoman Penyusunan
Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi,
pekerjaan Konstruksi dan Perhitungan Penyesuian Harga dan Eskalasi,
pada angka 14 menyatakan “ POKJA ULP DIWAJIBKAN untuk
menyediakan Salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan ( BAPP )
apabila ada/ tidak ada dan adendum Dokumen Pengadaan serta
mengirim atau mengunggah ( Upload ) pada Portal SPSE di kolom
Dokumen tersebut melalui Website Kementrian / Lembaga / Pemerintah /

Institusi yang dapat diunduh ( Download ) oleh peserta lelang ;----------------

10. Bahwa substansi sanggahan yang diajukan Penggugat dan jawaban
seperti dikemukakan diatas merupakan suatu mekanisme yang ditempuh
Penggugat lebih dahulu melalui jalur secara administrasi, Oleh karena
Tergugat menetapkan penyedia jasa dan atau pemenang Lelang
CV. MIRI JAYA dengan penawaran sebesar Rp.1.950.000.000,00 yang
penawaranya lebih tinggi dari CV. RIZKI AL BAROKAH sebesar
Rp. 1.795.000.000,00 sebagai penawaran terendah, selisih antara
kedua penawaran a qou nominalnya sebesar Rp. 84.900.100,-
( delapan puluh empat sembilan ratus ribu seratus rupiah ), sehingga
terdapat unsur kerugian negara dari selislh kedua penawaran jika
penggugat lulus dalam penilaian evaluasi penawaran tersebut tentu
menguntungkan Negara dan sebagai nilai/ harga penawaran yang

wajar ;

11. Bahwa perbuatan/ tindakan Tergugat yang menetapkan penyedia jasa dan

atau pemenang lelang CV. MIRI JAYA Kegiatan Pekerjaan Peningkatan
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Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu
Utara dan Kecamatan Miri Minasa , selain bertentangan dan atau
melanggar ketentuan peraturan peraturan yang berhubungan dengan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas juga
bertentangan atau tidak didasarkan pada pelaksanaan Azas Azas Umum
Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menyatakan “ Azas Azas Umum Pemerintahan
Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang
digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat
Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam

menyelenggarakan pemerintahan “ ;

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Wewenang
adalah hal yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau

penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau

tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan “;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Yang Baik dalam Undang Undang ini meliputi azas :

a. Kepastian hukum;

b. Kemanfaatan ;

c. Ketidakberfihakan ;

d. Kecermatan ;

e. Tidak menyalahgunakan Wewenang ;

f. Keterbukaan ;

Hal.18 dari 130 hal.Pkr.N0.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kepentingan umum ; dan

h. Pelayanan yang baik ;

12. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Noomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan

Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan,
kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan ;

o Bahwa melihat fakta fakta hukum diatas, dimana tergugat dalam
meng evaluasi Penawaran dan evaluasi dokumen Kualifikasi serta
menetapkan pemenang Lelang adalah bertentangan dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum 07/PRT/M/2012 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan

Konstruksi dan Konsultasi, lampiran | Pedoman Penyusunan Dokumen

Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan

Konstruksi dan Perhitungan Penyesuian Harga dan Eskalasi;-------------

serta Standar Dokumen Pengadaan Elektronik yang dikeluarkan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun

2015 pada Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-

1I/VII/2015 untuk Pengadaan Jalan Tumbang Miri — Tubang Napoi ;---

yang tidak berlandaskan peraturan perundangundangan, kepatutan,
keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan ( melanggar azas kepastian hukum ) serta

mengggugurkan / tidak lulus penawaran yang terendah CV.RIZKI AL
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BAROKAH sebagai peserta lelang dengan nilai/ harga penawaran

terendah ,menguntungkan negara dan harga penawaran yang wajar ;--

0 Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud
dengan Azas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah azas yang
mewajibkan setiap Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak
menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau
kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian
kewenangan tersebut, tidak melampauai, tidak menyalahgunakan

dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan ;

0 Bahwa pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2) menyatakan “Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang

wajib berdasarkan :

a. Peraturan Perundang Undangan ; dan

b. Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, pada ayat (3)
menyatakan “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang

menyalanggunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau

melakukan keputusan dan/atau tindakan“ ;

c. Bahwa Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1)
menyatakan “Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
AUPB" dan pada ayat (2) menyatakan “Peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----------
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a. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar

kewenangan ; dan

b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

tindakan ;

d. Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas Tergugat dalam
mengaevaluasi penawaran, evaluasi dokumen penawaran,
menetapkan Penyedia jasa sebagai pemenang sebagaimana
Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa No. 41.6/41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VII/2015 (objek sengketa), berikutnya surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Penandatanganan
Kontrak atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang
Miri — Tumbang Napoi kepada CV. MIRI JAYA, telah terbukti

Tergugat melakukan perbuatan dan tindakan  melampauai

dan/atau menyalahgunakan kewenangan“ ;

13. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas , maka Keputusan Tata Usaha
Negara atas Objek sengketa yang merupakan Keputusan dari tindakan
Tergugat telah terbukti bertentangan dan/atau melanggar ketentuan
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah serta dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Kewenangannya
melampaui dan/atau menyalagunakan kewenangannya tidak sesuai
dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga
Keputusan/penetapan Tata Usaha Negara atas objek sengketa
menetapkan penyedia jasa/pemenang Lelang CV. MIRI JAYA dalam
pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang

Napoi Harga Penawaran Rp. 1.879.900.000,00 dan menggugurkan
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CV.RIZKI AL BAROKAH harga penawaran terendah( menguntungkan
negara ) sebesar Rp. 1.795.000.000,00 atau selisih kedua peserta lelang/
penyedia barang/jasa sebesar Rp.84.900.100,- ( delapan Puluh empat juta
sembilan ratus ribu seratus rupiah ) harus dinyatakan batal dan/atau
tidak sah berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang —Undang

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut ;------------------

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau rehabilitasi”, serta Pasal 53 ayat ( 2) menyatakan : Alasan alasan
yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

kepatutan perundang —undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Azas Azas Umum Pemerintahan Yang baik ;

VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

OBJEK SENGKETA :

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara
menyatakan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa

Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai putusan Pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap ;
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Bahwa selanjutnya pada Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang Undang Peradilan
Tata Usaha Negara menyatakan Permohonan penundaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) pada huruf a disebutkan dapat dikabulkan hanya
apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan

kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat tetap dilaksanakan* ;
Bahwa penetapan Penyedia Jasa/pemenang Lelang oleh Tergugat telah
disanggah Penggugat ,ternyata Tergugat tidak dapat membatalkan Keputusan
/penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam jawaban sanggahan
tertanggal,04 Agustus 2015 yang dapat diunggah ( Upload ) melalui aplikasi
SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) pada LPSE Kabupaten Gunung
Mas Htt://lpse. Gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/tahap/437379, maka untuk
itu sangat beralasan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a

gou untuk dikabulkan ;

VIl. PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas ,Penggugat mohon agar yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang

memeriksa dan mengadili Gugatan a qou mohon menjatuhkan Putusan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Penyedia jasa
Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-II/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015
oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil
Pelelangan tanggal, 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan
Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi

Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan MIRI MINASA
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dengan harga penawaran/kontrak Rp.1.879.900.100,-( satu milyar delapan
ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) ;--------
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Berita Acara Penetapan Penyedia
Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli
2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil
Pelelangan tanggal, 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan
Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi, Lokasi
Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan MIRI MINASA
dengan harga penawaran/kontrak Rp.1.879.900.100,- (satu milyar delapan
ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) ;--------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
————————— Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka pihak Tergugat
telah menyampaikan Jawaban tertanggal 29 September 2015 pada persidangan

tanggal 1 Oktober 2015 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---------------

--------- Bahwa dengan ini perkenankanlah kami selaku TERGUGAT
menyampaikan jawaban atas OBYEK GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT
pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara
15/G/2015/PTUN.PLK terhadap Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/ Jasa
Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan Berita
Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 41.2/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI1/2015
tanggal 31 Juli 2015untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang
Napoi. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan proses lelang pemilihan
penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang
Napoi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya yang terakhir
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diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 lengkap dengan
petunjuk teknisnya, peraturan-peraturan dan perundang-undangan pendukung
lainnya yang dituangkan dalam STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA
ELEKTONIK (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI1/2015 tanggal 07 Juli
2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi
sebagai acuan bersama dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa agar
pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip dan etika pengadaan barang/ jasa ;

--------- Bahwa adapun peraturan-peraturan dan perundang-undangan pendukung

lainnya yang TERGUGAT maksudkan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan
Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;---------------
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;--------------
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan

Kesehatan ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi

Bidang Pekerjaan Umum ;
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7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah BAB Il Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB Il Tata Cara

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi ;

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah ;

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

(LKPP) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah ;

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

(LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E — Tendering ;

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit

Layanan Pengadaan ;

12. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Nomor
10 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga
Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Regristasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;

13. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Nomor
8 Tahun 2014, Perubahan Keempat Atas Peraturan Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang,
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Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja

Ahli Konstruksi ;

14. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN)
Nomor 7 Tahun 2013, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru

Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi ;

15. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ;

16. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2015

tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik ;

17. Surat Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor
311/D-I11.3/02/2015 Tanggal 4 Pebruari 2015 Perihal Petunjuk Teknis Perpres

No 4 Th 2015 menggunakan Aplikasi SPSE ; -

18. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina
Marga Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2015 tentang Dokumen Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak

Tahun Tunggal ;

--------- Bahwa sebagai dasar TERGUGAT dalam melaksanakan proses lelang

pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri —

Tumbang Napoi yaitu :

Hal.27 dari 130 hal.Pkr.N0.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
nomor 600/50/DPU/11/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 KepadaKepala Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

perihal Mohon Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Fisik Konstruksi;

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

:w DINAS PEKERJAAN UMUM
o @ o/ Mo Riwst Mo 49 Telp. (DS37) 31244 Fax. {0537 ) 31038 Kusks Neran 74511
KUALA KURUN

Kuala Karun, 22 Pebruari 20015

Nomos 1 G0V S0 (DPLVILE01S Coe.
Lampiran  : 1 { Satu ) Berkas Wi Kepala Unit Layanan Pengadaan
Perihal : Mohon Proses Pemniliban Penyedia { ULP ) Barang / Jasa Pemerintal

Kabupaten Gunumg Mas.
. Diponegore Mo 2
di—

Kuala Kurum

Dengan ini menyampaikan permobanan, agar dapat kirenys diproses pemilihan penyedia
Barang! Jasa untuk paket pekerjaen yang terdapat di dalom DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum
Kabupsten Gunung Mas Tshun Anggsran 2015, daflar kegistan terlampir.

Schagal bahan proses: lebib lanjut bersama ini kami lampirkan
1. Hargs Porkirsan Sendiri { HPS )
2. Spesifikasi Teknis
3, Gambar Rencana
4. Rancangsn Kontrak

Demikian disampaikan, sas perhatian dan bantuan divcaphsn terimakasih,

Diinas pekerjaan Umum
? Gunang Mas

3 Pafnbina a Madya
WEFCTOSTIpEL 198903 1007

2. Disposisi dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas
tanggal 9 Maret 2015 Kepada Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kabupaten Gunung Mas untuk proses melalui Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) oleh Kelompok Kerja (Pokja) Il (Pokja Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi) ;

FPEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
UNIT EA‘(ANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA

. B Dipcregors Mo, 02 Tetepon 0537 — 303TTET KLtALA KURLN

Lok __LEMBAR DISPOSIS] =
|[SoeET MAs R == SURAT OERIMAA % PR |
[l : Pinas P . Tanggal : s Maretd 2516 |
Taresn : o Aol Mo Agenda a6
| P BSolen s Bl it S 2SS == P
- : Sangar Segera
113-“, a i 1 Backal = | [ Proses Lebin Langss
|Ferine: Moo Prces feroeUlaoma [ manasia
waeda Jata Pelal Sosemi [

| _ Firie  eownchruless

i EFPADA Sdr - = (O ENGAN HOFRMAT HARAP
o] . ] Tansgapes can Saran
= 1o Fargaciean [] ®roses Lot Lanjur
T Kotua Posia Pakeriasn Kenstnsl Baneunsn Attt i T ———

|

dan Yats Lingkungan
R T e P T p—

T > | ——
e et Ty ol et =

R == |
' .
| a \

[ mweos Pokias Pokarisan Konstruks Bengean Sigil
Ketua Pokia Pekerfaan Sonarusl Mekanikal, £ lektrikal
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Dalampelaksanaan proses lelang pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi TERGUGAT telah
melaksanakan 4 (empat) kali pelelangan, 3 (tiga) kali terjadi lelang gagal,
sehingga pada pelaksanaan lelang yang keempat terpilihlah penyedia
barang/jasa untuk pekerjaan ini, dimana PENGGUGAT termasuk sebagai
salah satu pesertanya.Sehingga menuntut TERGUGAT dalam proses lelang
untuk pekerjaan ini karena PENGGUGAT merasa dirugikan dan menganggap
TERGUGAT dalam melaksanakan proses lelang untuk pekerjaan ini

mengada-ngada dan dianggap sengaja menggugurkan penawaran

PENGGUGAT dalam pelaksanaan evaluasinya ;

Untuk mengetahui perjalanan proses lelang pemilihan penyedia barang/ jasa
untuk pekerjaan ini TERGUGAT sudah menyampaikan Kronologis proses
lelang pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang
Miri — Tumbang Napoi dari lelang pertama sampai dengan lelang keempat
kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK pada Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22
September 2015 yang lalu. Pada kesempatan ini TERGUGAT hanya
mengulas lebih rinci dan detail pada pelaksanaan Lelang Keempat, karena

PENGGUGAT merupakan salah satu peserta lelangnya,yaitu sebagai berikut :

I. DATA PAKET LELANG ;

a. Nama Paket Pekerjaan :  Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang

Napoi ;
b. Kategori . Pekerjaan Konstruksi ;
c. Jenis Lelang . E - Lelang Pemilihan Langsung ;------------------
d. Metode Kualifikasi . Pascakualifikasi ;
e. Metode Evaluasi . Sistem Gugur ;
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f. Kualifikasi Usaha . Perusahaan Kecil ;

g. Nilai Pagu Paket : Rp. 1.950.000.000,00,- ;

h. Nilai HPS :  Rp. 1.950.000.000,00,- ;

i. Lokasi Pekerjaan . Kecamatan Kahayan Hulu Utara - Kecamatan

Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas ;

j- Jenis Kontrak

1. Jenis Pembayaran . Harga Satuan ;

2. Pembebanan Tahun Anggaran : Tahun Tunggal ;

3. Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal (APBD) ;--------

k. Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Klasifikasi
Usaha
SITU Surat Ijin Tempat Usaha Yang masih berlaku
SBU Sertifikat Badan Usaha - SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta
Api, dan Landas Pacu Bandara [dengan Sub Kualifikasi K3]; Yang masih berlaku
TDP Tanda Daftar Perusahaan Yang masih berlaku
SIUJK Surat Ijin Jasa Konstruksi Yang masih berlaku
* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Kewajiban Pajak Tahun 2014
* Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektonik yang terdapat
dalam BAB VI beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu) folder) yang diupload melalui aplikasi SPSE
dan diserahkan (dokumen aslinya sesuai dengan yang diupload) pada saat Pembuktian Kualifikasi sebagai Dokumen
Kualifikasi

* Daftar Peralatan Utama Minimal (disertai no invoice bagi milik sendiri/ surat dukungan bagi sewa )

* Memiliki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan; Kode (028)

#* Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RK3K.

* Memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Dokumen Pengadaan

I.  Jadwal Lelang
Tahap Mulai Sampai

Pengumuman Pascakualifikasi 08 Juli 2015 15:00 14 Juli 2015 23:59
Download Dokumen Pengadaan 08 Juli 2015 15:00 14 Juli 2015 23:59
Pemberian Penjelasan 10 Juli 2015 09:00 10 Juli 2015 10:59
Upload Dokumen Penawaran 11 Juli 2015 00:00 15 Juli 2015 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 15 Juli 2015 12:01 15 Juli 2015 23:59
Evaluasi penawaran 22 Juli 2015 00:00 31 Juli 2015 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 27 Juli 2015 00:00 31 Juli 2015 23:59
Pembuktian Kualifikasi 29 Juli 2015 09:00 31 Juli 2015 15:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 31 Juli 2015 08:00 31 Juli 2015 23:59
Penetapan pemenang 31 Juli 2015 08:00 31 Juli 2015 23:59
Pengumuman Pemenang 31 Juli 2015 08:00 31 Juli 2015 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 01 Agustus 2015 00:00 03 Agustus 2015 15:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 04 Agustus 2015 00:00 06 Agustus 2015 23:59
Penandatanganan Kontrak 04 Agustus 2015 00:00 06 Agustus 2015 23:59

m. Dokumen Lelang/ Dokumen Pengadaan :

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit Layanan
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Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja (POKJA) lli
Tahun Anggaran 2015 Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-11/VII/2015 untuk

pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi Tanggal

07 Juli 2015, yang mengacu pada :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya yang
terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 ;-------

a. Pasal 1 Angka 21Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para

pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 1 Ayat (1)Standar Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
merupakan pedoman dalam menyusun dokumen
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ayat (2)Penetapan
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
bertujuan agar pengadaan barang/jasa di lingkungan
K/L/D/l berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika

pengadaan barang/jasa ;---- S

b. Pasal 2Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang tercantum dalam lampiran Peraturan

Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepalaini ;
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c. Pasal 3Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah terdiri dari : AngkalO.pengadaanpekerjaan
konstruksi melalui pelelanganumum/pemilihan langsung

dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan

evaluasi sistem gugur ;----------------------
d. Pasal 6Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP

dimuat dalam website LKPP (www.lkpp.go.id) ;--------------

e. Pasal 7Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ini dapat disesuaikan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen/ Pejabat Pengadaan/Kelompok
Kerja ULP sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Petunjuk Teknis

pelaksanaannya ;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E — Tendering :-------

a. Pasal 5 Ayat (2)pedoman pelaksanaan terdiri dari : Huruf

d.Standar Dokumen Secara Elektronik ;
b. Pasal 8 Ayat (1)Standar Dokumen Pengadaan Secara
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf d ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan
Strategi dan Kebijakan, Ayat (2)Standar Dokumen Pengadaan
Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melekat pada aplikasi SPSE ;
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c. BAB Ill KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9Dengan berlakunya
Peraturan Kepala ini maka :Ayat 3E-Tendering yang sedang
dilaksanakan, telah melampaui batas akhir pemasukan
penawaran dan dinyatakan gagal sebelum berlakunya
Peraturan Kepala ini, dapat dilanjutkan dengan
berpedoman pada Peraturan Kepala ini atau
Peraturan yang berlaku sebelum ditetapkannya
peraturan Kepala ini sesuai dengan Peraturan yang

menjadi acuan dalam Dokumen Pengadaan, dan/atau

perubahannya apabila ada ;

d. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-
Tendering (Tata Cara E-Tendering), Huruf a. Pelaksanaan
Pemilihan E-Lelang/ E-Seleksi, Angka 1) Pembuatan paket,
Pengumuman dan pendaftaran, Huruf g).Penyusunan dokumen
pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara : Angka
(1)Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti
standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat
pada aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi
SPSE; atauAngka (2).Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja
ULP menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan
yang melekat pada aplikasi SPSE; Huruf h).Penyusunan
dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g)
disesuaikan dengan syarat dan Kketentuan penggunaan
aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan aplikasi SPSE

(user guide) ;
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4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 05

Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan :
Pasal 1 Ayat 11Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 9Kewenangan ULP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :Huruf a.menetapkan Dokumen

Pengadaan ;

5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara
Elektronik Memutuskan : Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang
Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Standar Dokumen
Pengadaan Secara Elektronik. PERTAMA :Menetapkan Standar
Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk digunakan pada
pelaksanaan E-Tendering dengan metode : a. E-Lelang; KEDUA :
Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri atas : Huruf c.Standar
Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan

pekerjaan kontruksi dengan pascakualifikasi ;

n. Tahapan Evaluasi : Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis,

Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi ;-------------

0. Versi Aplikasi SPSE : 3.6.0 — Agresi Inaproc ;
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p. Karena pelaksanaan proses lelang pemilihan penyedia barang/ jasasudah
dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali lelang ulang maka proses
lelang pemilihan penyedia barang/ jasa pekerjaan ini dikembalikan ke
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor
23/07.2/ULP-GUMAS/POKJA-II/VI/2015 Tanggal 18 Juni 2015 perihal
tindak lanjut pelelangan ulang gagal untuk paket pekerjaan peningkatan

jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi (Lelang Ulang) ;

Karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Penunjukkan Langsung
dan tidak ada perubahan dokumen dalam pelaksanaan pekerjaan ini maka
proses lelang pemilihan penyedia barang/jasapekerjaan ini dilanjutkan

kembali ;

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/ JASA
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015

KCEE CRATEN KERA WY (PO PENCGALUAAN PEEERTAAN KNS TIRLICU RANTLNAN SIPW,

Sekretariat - Il. Pangeran Diponegoro Ko 02 KUALS KURURN

Euada Kurn, 18 Jun 2005

Mepada
oMo 25 1/ 1L 27ULP- GUMASPORMA-INVIT2015 V. PR Kepals  Dines  Pekerisan  Umum
3D Fa L (Saru| Bt Kabipalen S Mas
wrihal Tanriak et Pebetangass Ulang Gags Paket Pekenaan o
:'I'.:-_‘:Id'.nm.rr femizaton 5o Mapo [ Lanjnan Hlstang LML, BURLIK

g URngR) bendamr ara Hasll Palslangan |

JPORIA AV D 15, g kit peberians terumbut dinymtaken | skaeg Gagal |

Bahwa dengan berdasarkan Per EPF Ho. 14 Tahun 2012 tentang petunjuk ioknis Ferpres Mo. 70

Tahim 2012 pada Bals I Tats Cara Peimiil Pk man Konstroky, bagian

Calam hal Poclongan uang gagal, Eslompok Eena ULP dapat melikukan Ponsnpsan Langsung
berdathkan  perwetujuan  PA dengan tetsp rmmperhatitan prinsg  efishens,  ehetthites,  dan

akuniabiitas, dengan kebembsan

v briert vang dima beed pada

sbembalican ke regara dabem hal wakiu sudsh tidak menoukusd

jlstubas pelelangan kembali denpan

riebih dahuiy melskuken pesghaise uling
a pololngan ulang gagal s0abils wakiu mash menoukupl: Jtay

garen) untuk pekerjean lsin,

g sepuacta PASTRK

2tas | hasil proses pelelangan seriampir]

wmikian kami sarmpadan atas perhatian an kerjasamasa o) Uapkan terima kb

T B R AYANEN P
<Alnein e

GADAAN |LILFY
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. PELAKSANAAN LELANG (Lelang Keempait) :

Pada Pelaksanaan Lelang ini akan TERGUGAT uraikan dan jelaskan secara

rinci dan mendetail tahapan Evaluasi Lelang,dimanapenawaran PENGGUGAT

Gugur sehingga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;

A. Pengumuman Pemilihan Langsung Pascakualifikasi ;
Pengumuman  Pelelangan melalui ; Website Resmi LPSE
(Ipse.gunungmaskab.go.id) ULP Kabupaten Gunung Mas E-Proctanggal

08 Juli 2015 s/d tanggal 14Juli 2015 ;

Tahap Mulsi Sampai History Perubshan
Pengumuman Pascakualifikasi 08 Juli 2015 15:00 1430l 015 13:59  Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan 08 Juli 2015 15:00 14 Juli 015 23:59  Tidak ada
Pemberizn Penjelasan 10 Juli 2015 03:00 10 Jufi 2015 10:55 1Kzl Perubahan
Upload Dokumen Penaviaran 11 Juli 2015 00:00 150ufi 2015 12200 Tidek ada
Pembukaan Dokumen Penawiaran 15 Jufi 2015 12:01 [Slli01523:55  Tidak ada
Evaluzsi penawarzn 22 Juli 2015 00:00 Huf 01523:55  Tidsk ada
Evaluasi Dokumen Kuaffikasi 27 Juli 205 00:00 HIi0E B8 Tidak ada
Pembuktian Kuzlfikas 25 Juli 2015 05:00 HIuli2005 15:00  Tidak ada
Upload Berita Acarz Hasi Peklangan 31 Juli 2015 08:00 Huf HE8:58  Tidekada
Pengtzpan pamenang 31 Juli 2015 08:00 M 01523:55  Tidskada
Pengumuman Pmenang 31 Juli 2015 08:00 M 01523:55  Tidskada
Masa Sanggah Hasi Lelzng 01 Agustus 201500:00 03 Aqustus 2005 15:00  Tidak =da
Surat Panunjukan Penyedia Barang/Jzsz 04 Agustus 01500:00 05 Aqustus 2005 23:59  Tidak =da
Penandatznganan Kontrak 04 Aguatus 201500:00 05 Aqustus 2005 23:58  Tidak =da

B. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan ;
Pendaftaran dimulai tanggal08 Juli 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015.

Calon Penyedia yang mendaftar sebanyakl? (dua belas) perusahaan

yaitu :

Nama penyedia barang/jasa
CV. RIZKI AL BAROKAH
CWV. MIRI JAYA
CV.WARTI
CV. MULTI KAPUAS RAYA
CV.BERKAT TEGGAR PERMATAKU
PUTRA KAHAYANMN JAYA
CWV. TNT BROTHERS
PT.MARGA MULTI ZAMZAM
CV_NUSANTARA DUA
CV. KAHAYAN NURPITA
CV.GEMA PUTRA PRATAMA
CV. EKA CIPTA RASANIA
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C. Pemberian Penjelasan dan Addendum Penjelasan Pekerjaan

Berdasarkan :

a. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E — Tendering :-------
1). Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-
Tendering (Tata Cara E-Tendering), Romawi Il. Aktivitas Pemilihan
Metode E-Tendering, Angka 2.Pelaksanaan Pemilihan, Huruf a.
Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/ E-Seleksi, Angka
1).Pembuatan paket, Pengumuman dan pendaftaran, Huruf
e).Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada
huruf d) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja
untuk tahapan:Angka (1). pemberian penjelasan ;-------------------
2). Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-
Tendering (Tata Cara E-Tendering), Romawi Il. Aktivitas Pemilihan
Metode E-Tendering, Angka 2.Pelaksanaan Pemilihan, Huruf a.
Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/ E-Seleksi Angka 2). Pemberian
Penjelasan, Huruf a). Pemberian penjelasan dilakukan secara
online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE, Huruf c).Pokja
ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk
substansi pertanyaan yang telah dijawab, Huruf f).Kumpulan
tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian

penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan ;---

b. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektonik (SDPSE) Nomor
41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk

pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi :--------
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1). BAB Ill. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf B. Dokumen
Pengadaan, Angka 10.Pemberian Penjelasan, Angka 10.1.
Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui
aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE, Angka
10.3.Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan
informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen
pengadaan, Angka 10.5. Pokja ULP menjawab setiap
pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan
yang telah dijawab, Angka 10.9.Kumpulan tanya jawab pada
saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan

Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ;

2). BAB |Ill. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf B. Dokumen
Pengadaan, Angka 11. Perubahan Dokumen Pengadaan, Angka
11.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu
ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum
Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan
dari Dokumen Pengadaan, Angka 11.2.Perubahan rancangan
kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total
HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum
dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Angka
11.3.Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut
tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka
ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada
dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal,

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu
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pemasukan penawaran, Angka 11.4.Pokja ULP dapat
menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan
informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen
Pengadaan, Angka 11.5.Setiap Adendum yang ditetapkan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen

Pengadaan ;

Pemberian Penjelasan dilaksanakan pada tanggal 10Juli 2015 ;---

DaftarPaket  Benta  LelangNonEproc  LogAkses  Ganti Password S LosnuT

% Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainma » Yusak Harimatea, Amd- Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil

Daftar Paket View Lelang Penjelasan Lelang

Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang

Nama Paket  :Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
Sisa Waktu : 0 hari / 0 jam / 0 menit

Pertanyaan Peserta

Dokumen Bab Uraian Pengirim
Penjelasan Panitia/Pokja ULP

Dokumen Bab Uraian Pengirim

[ Peserta (penyedia barang/jasa) (@ Panitia/Pokja ULP

Catatan :
Panitia/Pokia ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwiizing berakhir

D. Upload Dokumen Penawaran ;

Batas waktu Upload : 11Juli 2015 Jam00:00 WIB

dokumen Penawaran s/d.15Juli 2015 Jam 12:00 WIB.

Tempat : Sekretariat Panitia Kelompok
Kerjalll Unit

LayananPengadaanKabupaten

Gunung Mas Tahun 2015.
Jumlah Peserta yang me : 4(Empat) Perusahaan
Upload DokumenPenawaran Memasukan Dokumen

Penawaran, yaitu :
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1. CV.WARTI;

Pasarta Lalang (12)

e e e el gFa'r f:::;rl‘: i
D inistrasi, Telnis dan Harga
File : BB CVWARTI-437375.rhs (1 MB) B

Hash : 201172932 06alecfbddl9956efeF 2 2fdd
Tanggal Diterima Server : 13 Jul 2015 09:06
Kunci Private Doloumen

THSmE2 TeYXNpIET1EmNp IFE yaX ZhdGURCE1ETEX1LGELE
YA EIDE=NaMI0QROYWIL IEBha 2Vl IDogUe uaWSnaZ FOYW
4EEmE s YW g VE T s ¥mEuZ yENa X Te IC0 gV s ¥mEu 2 yEOVRE
—aQERZWSpeyBELIt1bW T IDogRES AN 1bi BQEWShaI F
YW AgOWRE aWSpo ARy YRNp LOETZW e a K g ZEru TEhhemdh
SPQEENOaREhba BIbmZ veml he2 EgS2Tu Y2 EgURIpdmE0 25
EEAWEOYNMge2TedWEE TGl bmdhbi BEOSWE 1YW AgeSTaEa 1 =
FaWlhEgpQEWSAZIVuYSBiZXI0YWSREIVoZyBag¥XdhYiEh
4EF=If=1¥WihbmFulislonVa¥WehbiBERYRRRTIH I hbmegZ
GlzZWIh¥mthbgprZWxhbEFpYHegeGVus 2dlbmEhbs Bha®
xpa22F==SEEUEVORESRCIMUEQITARS FEyORhI LW F oEe
EeSLYCibE2cEgDWI:sx EWemWSTTHINEM/ 60, SULNEROYR -

CVAARTI ©8 Juli 2015

SEWSyEDLeXSCIdSST40SudSKEgaR2 reeGIUEZS2 T Same T
0¥2oErcFALDSGF zlbmETIGeRINY FOLQO0I Yy TTaUkary
B EINTETCeSMzEgi/EnEyEgwStEQOTAQS FEyMEARE S DAT

11. CV. MIRI JAYA ;

Dol [ -an Admini
File : E5 CV. MIRI JAYA-43
Hash : 0421 6cee523a03554580fb48dce10bds

Tanggal Diterima Server : 15 Jul 2015 05:27
Kunci Private Dolkumen

ISk 3 Te YXNp IE 1 bmlip IFByaXZhdCURCE 1ETEx1LGEFuE =
¥R EIDQeN=MI0RpOYW1h IFBha 2 V0 IDa gl TuaWsnaZ FOYW
4gSmE =YW AgUHV £ ¥mFu 2 yENaX JpIC0gVHVE ¥mFu Z yBOYHE
2 QEREWSpeyBER 2 1EWTu Do gRES rdWl 1bi BQZNShd2Fy
YW4gWReaWSpe Ry YXNpLOBTZWenadg 2 GFu TEhhomdh s
OaWehbiBIbmZvemlhe2 kg3 ITu¥2 kgUHIpdmENZ S
BEaWF0¥iMge2VadWEpIGR 1bmdhbi BOdWp 1 YWAgoGTuZ2 1
yaWlhbgpQEWSnE T ¥IBi ZXI0¥WSnZ AVuZyBq ¥ dh¥iBh
dEF= TGl ¥WlhbmFul2t lenVa YithbiBEYHRh THl hbmegZ
E1lzZWIh¥mthboprZWxhbEEpYW 4goGUuZ2d] bmFhbiBhed
xpaZF=zaSBEUEVORESEC i MUBQOTAQ4FByORhZLWcaF oEe
EeSb¥CibA2cBgDWs i axFRemWSTTHANEM/ &1/ dULNEROYW
SrHSyEDLaX3E2d39T405ndSKBgIR2 rEe0IUEZS2 7 Seme
0¥30EreFABDSgE =1 bmUIGaRGXYE01Q005 ¥yl TT=Tkary
8E£JNTE70=EM2Egi / EnE ybqWSMMEQOTAQ4FEyMEARE jDAT
NEwECBEQoiZlgiSadSZcevvagtleEzs2KRgBIENE30bSnwS
7aTCaTgERV4F] ThN+4pid i TVT¥A+LY J1 Fwa FERARqnDIA -
DIFE=FwplieeOKEgTmADErwnDME JPGivABELEL 427+3T5
AwHePRhAortooAEa Un S TOwrd SN2 0VESn 575N T O

CV. MIRI JAYA 05 Juli 2015 LT

m

12. CV.RIZKI AL BAROKAH ;

Dol P Administrasi, Teknis dan Harga
File : B2 Cv. REZKT AL BAROKAH-43737%.rhs (2 MB)
Hash : fB2f62e9aa20fcO6c6 67 fhbB620fc178

Tanggal Diterima Server : 14 Jul 2015 33:37
Kunci Private Doloumen

TWEmb A Te VRN IE s 1bmip IFEyaXZhd GURCK 1IETEx1LETuE -
YAEIDG=N=MI0REOYW1h IFER 2V IDogUGVRAWSnaZ PO YW =
2 gEmE =YW AgVHT £ ¥mPu 2 yENa X Jp IC0gVHT e ¥mFu 2 yEOYKE
A QERZWSEeyEEEET1EWVuIDogRES AWl 1B i BQENShAZ Ty
¥W4gUWRE aWSEo ARy YRNELCET EWtuakiegE G ulERhamdhs
[ Tabel Kualifikasi] | povxNOaWehbiBIbmZromihc kg8 aTuY 2 kgUHIpdmEOZS
EkaWEOYMgosVedWwEs IGR1EmdhEi EOdWE 1 YW4goEvazzl
yaW1hbopQZWEnE 3TuY 3B ZXI0¥WEnE3Tus yEq ¥ dh¥iBh
4EE=ISTlYWikEmFulitlonVeYWohEiEL YRRATHIREmogE
F1zEWIh¥mthbgrrZW=hEEIEYR4goETuZ2d 1bmFhEiERaE
xpaZF=aSEETEVOREE RCAMMEQOTAGSFEyORhZLWc = FRaEe
E=St¥CibA3cEqDW2 i =xEWemn STTHANEY/ 61/ dULNEWO YW <
SRS ySOLeX¥SE2d53T40 JudSKEgIRE rEs0TTEZS2 T Same T
0¥3cETcTARDSgERlEmETIGeRSXYEOIGO0I ¥yl TaTkasg
B £JNTE7 0= BMZBgi/EnE yboWIMMEQOTAQSFE yMEARE S DAT
WEWEOEGe: 21giSadsZotvrogtUeRs2XRaE SENEI0E SawS
7aTCaTqPXV4E1 ThH+4pid] TVTYA+LYJ1 Pw3 FERARgnDSA -
DIFEefwpljeeOXEgTmADGwnlME JEGivAERIES435+3T5
A w ERR A AR A KT § TS ST S e RAnA T SR T S E

oW, RIZKI AL BEARCKAH 08 Juli 2015

m
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13. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;

P -an Administrasi, Teknis dan Harga
9.chs (3 ME} &
Hash : 92dai4d9111ad601c30f62437biff6elc
Tanggal Diterima Server : 15 Jul 2015 10:54

Kunci Private Dokumen

File t % Cv. MULTI KAPUAS RAYA-4373;

IWSmb3 I+ YHNpIEL 1balp I FEyaXZhd@URCk IETEx1bEFuz o
¥AEIDR=NaM30GrO¥HLhIFERa2V0 IDogTEVaaWSna s FO¥W =E
2gImE YW gVHVE ¥mFuZ yENaX Jp IC0gVHY s ¥mFuZ yEOYHE
+agrREWSpoyEERZ ¢ 1bWVuIDogRGerdWl 1k iBEWShd2Fy

| YW4g@WRtaWSpelRyYXNpLCEUIWsua¥MgZEFulEhhemdhs
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No | NAMA PERUSAHAAN ALAMAT

1. | CV. RIZKI AL JL. T. Suropati No. 71RT. 12 B Kab.Barito

BAROKAH Utara 73811

2. | CV. MIRI JAYA JI. Letjend Suprapto Kuala Kurun No. 06

3. | CV. WARTI JI. Patianom No. 03 RT. 03 Tamiang Layang

4. | CV. MULTI KAPUAS

JI. Dr. Murjani No. 24 Palangka Raya
RAYA

E. Pembukaan Dokumen Penawaran ;

Upload Dokumen Penawaran dinyatakan ditutup pada tanggall5Juli 2015

Jam12.00 WIB ;

Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada :

a. Waktu : 15Juli 2015 Jam 12.01 WIB s/d.15 Juli 2015 Jam

23.59WIB ;
b. Tempat : Ruang Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kelompok

Kerja Ill Kabupaten Gunung Mas ;
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F. Evaluasi Dokumen Penawaran

Harga Penawaran Peserta
Nama penyedia barang/jasz Harga Penawiaran Harga Terkoreksi Keterangan
CV. RIZKI AL BAROKAH Rp 1.795.000.000,00 Rp 1.795.000.000,00
CV. MIRI JAYA Rp 1.879.500,000,00 Rp 1.879.300.100,00
CV.WARTI Rp 1,859.00.000,00 Rp 1.859.859.700,00
CV. MULTI KAPUAS RAYA Rp 1,504,600,000,00 Rp 1,304.606.500,00

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor
41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk
pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB IlI.
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)HURUF E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARANANGKA 26.Evaluasi Penawaran Angka 26.1.

[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem

Gugur] :

26.1.A). sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan

ketentuan :

a [Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump

Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan :------------

5) hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat
mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan
peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah

dari urutan peringkat semula.] ;

26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan

dari penawaran terendah ;

26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja
ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi

syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi

aritmatik ;
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26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga)
penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses
lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran ;-

26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :---------

a. evaluasi administrasi ;

b. evaluasi teknis ;

-C. evaluasi harga; dan

d. evaluasi kualifikasi ;

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa dan Dokumen Pengadaan yang

telah ditetapkan berdasarkan peringkat hasil Koreksi Aritmatik yaitu

penawaran :

1. CV.RIZKI AL BAROKAH;

2. CV.MIRI JAYA;

3. CV.WARTI;

4. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;

G. Hasil Evaluasi Administrasi ;

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor
41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk
pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB Ill.
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)HURUF E. PEMBUKAAN DAN

EVALUASI PENAWARANANGKA 26.Evaluasi PenawaranAngka 26.3

Evaluasi Administrasi :

c. [untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran

terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka
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pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah

berikutnya (apabila ada)] ;
e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi

persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan

evaluasi teknis; dan

f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,

maka pelelangan dinyatakan gagal ;

¥ Petunjuk penggunaan | Aplkasi e-procurement lnnya

Daftar Paket View Lelang Ewvaluasi
Informasi Lelang

Kode Lelang 437275
Mama Lelang ingh Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi

Satuan Kerjs Dinas Pekerjsan Umum Ksbupsten Gunung Mas

Milzi Pagu Pzaket Rp 1.950.000.000,00 Milzi HPS Pakst Rp 1.950.000.000,00

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monev Online

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

s 1 i Teknis | i Harga | Evaluasi Kualifilkasi | Evaluasi Alkchir

Evaluasi Administrasi

No Peserta Lulus Alasan
1 CV.MWARTL bt
2 CV. MIRI JAYA -
3 CV.RIZKI AL BAROKAH b
4 CV. MULTI KAPUAS RAYA -
23 Septembar 2015 17:33 (SRR 0TS oo Kebamin Pt koRs ey ea Reredut iG]

Hasil Evaluasi Administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai

pada penilaian kualifikasi.Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi

kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan:---------
1. Jumlah penawaran = 4 (empat) penawaran terendah,
yang dievaluasi yaitu penawaran :
administrasi 1. CV.RIZKI AL BAROKAH ;------

2. CV. MIRI JAYA j-cmmemmemmemeemcmee

3. CV.WARTI;

4. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;--

2. Jumlah penawaran = 4 (empat) penawaran, Yyaitu
yang dinyatakan penawaran :
Memenuhi syarat/lulus 1. CV.RIZKI AL BAROKAH ;------
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administrasi 2. CV. MIRI JAYA ;---mmmmmmmmemee

3. CV.WARTI,;

4. CV.MULTI KAPUAS RAYA ;--
3. Jumlah penawaran = TIDAK ADA
yang dinyatakan
gugur/tidak lulus
Penjelasan gugur/ftidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai

berikut :

Hasil Evaluasi Administrasiyang dinyatakan Gugur/Tidak Lulus :TIDAK

ADA ;

Hasil Evaluasi Administrasi terlampir dilanjutkan ke Evaluasi Teknis ;--------

H. Hasil Evaluasi Teknis ;
Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor
41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VIIf2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk

pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB Ill.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARAN ANGKA 26.4Evaluasi Teknis :Angka
26.5.A)[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)

Sistem Gugur] ;

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenubhi

persyaratan administrasi ;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam LDP ;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :-----
1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi
dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis

sebagaimana tercantum dalam LDP ;
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2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila :------

a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
dan relevansinya dengan jadwal pelaksanaan ;---------------------

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah
terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP ;--------------

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP 1. Pokja ULF: Fokja Konstruksi Bangunan Sipil (Pokja IIT)

N

Alamat Pokja ULF: JL P. Diponegoro No.02Z Kuala Kurun

3. Website : www. gunungmaskab.go.id
4. Websife LPSE : fpse gunungmaskab go.ad
5. Nama paket pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang

Miri - Tumbang Napoi

6. Uraian singkat pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang
Miri - Tumbang Napoi

7. Jangka wakitu penyelesaian pekerjaan: 120 (Seratus Dua
Puluh)hari kalender, dan
Masa Pemeliharaan, selama 90 (Sembilan Puluh) hari
kalender terhitung mulai sejak serah terima pertama
pekerjaan (PHO).

K. DOKUMEN 1. Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil
PENAWARAN minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
Tenaga Teknis/Terampil 1 Orang SKT Pelaksana
Lapangan Pekerjaan Jalan,1 orang Petugas K3 yang
telah mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis SMK3
Konstruksi bidang PU dibuktikan dengan surat
keterangan/ sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga
atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
dan perundang-undang yang berlaku dan 1 Orang
Tenaga Administrasi

2. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk

pelaksanaan pekerjaan :

LIHAT PADA LAMPIRAN DAFTAR PERALATAN UTAMA

3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (bila ada)

4. 1. Identifikasi bahaya
[Pada Tabel Rencana Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Kontrak (RK3K)].

2. BPJS Ketenagakerjaan.

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:

a. Bahan (Tidak ada)

b. Alat (Tidak ada)

9]
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DAFTAR PERALATAN MINIMAL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan . Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
Lokasi . Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Mii Manasa
No. | Jenis Peralatan Perle ENpARES Mo iy
. ngkapan Jumigh output pada sast i Merk dan tipe Tahun pembuatan Baiki Lokasi sekarang Bukti kepemilikan
1 B 3 4 5 [ m;* 8 3
1 |Bullidozer 100 - 150 HP Sesuai Kebuwhan | 100 - 150 HP | Disesuaikan kebutuhan | Di ikan kebutuhan | Baik |{ Sebutkan Lokasi alat )| Milik Sendiri/se
2 |Excavator 80 -140 HP Sesuai Kebutuhan | 80 - 140 HP | Disesuaikan kebutuhan | Di kan kebutuhan | Baik |{ Sebutkan Lokasi alat )| Milik Sendiri/sewa
3 |Dump Truck 3 -4 m3 Sesuai Kebutuhan 3.5 Ton Disesuaikan kebutuhan | Di kan kebutuhan | Baik |{ Sebutkan Lokasi alat }| Milik Sendiri/se
4 |Motor Grader > 100 HP | SesuaiKebutuhan | = 100 HP Disesuaikan kebuiuhan | Di kan kebutuhan | Baik |{ Sebutkan Lokasi alat }| Milik Sendiri/se
5 [Vibratory Roller SesuaiKebuwhan | 5 -8Ton | Disesuaikan kebuiuhan | Di kan kebutuhan | Baik |{ Sebutkan Lokasi alat )| Milik Sendiri/se
6 |Peralatan Tukang Kayu | SesuaiKebutuhan . Disesuaikan kebutuhan | Di kan kebutuhan | Baik |{ Sebutkan Lokasi alat )| Milik Sendiri/sewa
7 |Alat Bantu Sesuai Kebutuhan . Disesuaikan kebutuhan | Di kan kebutuhan | Baik |{ Sebutkan Lokasi alat }| Milik Sendiri/se

Catatan : 1. Daftar Peralatan di atas adalah peralatan minimal yang harus disediakan, Calon Penyedia Jasa dapat
Manambah jenis dan jumlah alat yang harus disediakan sesuai kebutuhan lapangan demi selesainya Kuala Kurun, Maret 2015
k atau | pelal pekerjaan tersebut.

2. Seluruh Peralatan yang harus disediakan tefapi penyedia jasa fidak memiliki sendin atau sfafus sewa
harus menyerahkan surat bukti kesanggupan dari pemilik alatpemberi sewa untuk menyediakan alat
tersebut guna pelak dan penyelesai kerjaan pada kegiatan tersebut.

h) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi
persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum

menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3 ;----

E. BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK
(RK3K)

LBENTUK EK3K USULAN FENAWAERAN

EENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KONTRAK (RK3K)
[digunakan untuk usulan penawaran]|

[Logo & Nama
Perusahaan)

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO,PENGENDALIAN RISIKO K3,
PROGRAM K3, DAN BIAYA [digunakan untuk usulan penawaran|

Nama Perusahaan : .
Kegiatan i
halaman [
NO URAIAN IDENTIFIKASI | SASARAN | PENGENDALIAN P;?;gﬁ;& BIAYA
PEKERJAAN BAHAYA K3 PROYEK RISIKO K3 DAYA (Rn)
P
| 2 3 4 5 6 7
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Ketentuan Pengisian Tabel 1 :

1. Kolom (1), (2) dan (3) diisi sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan yang tercantum
dalam Lampiran K3,

2. Kolom (4) sampai dengan (7) diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran;

TABEL 2, IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN RISIKO, SKALA FRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN FENANGGUNG JAWAB

Nama Perusahaan ...
Kegitan
[okss b
Tmggaldbugl
halaman )
! RESIED CCING
o | o L v A T mjm‘é”“
I‘Ek[RjAA.\ BAHAYA RERERARAN REPARAHAN 10 FRICKITAS FISIKO K3 (g Pftll@,ﬂsl
| l i { i f i § g
[,

Kelentuan Fengisian Tabel 2

Kolom (1) - Nomor uruf uraian pekerjuan.

Kolom (2) D sehuol tm pekeran yang mempunya risko K3 yang feruang i dalam dokumen peleangan,
Kolom (8) Dt dengan idenfifkas bahaya yang akan bl dar ehorh it pekerjan yang mempunyal nito K3,
Kolom (4 Diis dengan il (mgka) kekerapan feradinya kecelakaan

Kolom (3) Dis dengan nili gk keparahan.
Kolom (6 Perhitungan finghat istko K3 adalah i ekerapan x keparahan,
Kolom (7) et apan skl priontascietapkan berdasarkan e pekerjaan yang mempunyai  tingkat risko K tinggl, sedang dan kecl, dengan

penelasan: priontas | (ko tinggi), priontas 2 (nstko sedang), dan priontas 3 {risko kect). Apabla fingkat risko dinyafakan fingg
mal fem pekerjan fersebut menyad priontas utama (peringhat 1) dalam upaya pengendabian,

Koo 8] - Dt etk pengendalan risko K3, Bentuk pengendalianrisko menggunakan hirark pengendalian risko (Homingsl, Subsitus, Rekayasa,
Administrast, APD), s oleh Pemyedia Josa paca saat penawaran (elum memperhitungan penlaian itk dan skals riorts
Keterangan
 Honmnast adalah mendesain ulang pekerjaan abam mengganti material/ buhan sehingga bahaya dapaf dibulangan afau delimings.

Contob: soran pekerjs harus menghindan bekerja di kefimggian namun pekerjaan fetap dilakukan dengan menggunakan alat banty,
L Substust adalah menggani dengan metode yang lebih aman dan/ ata mateialyang.tngkat bahayanya lebih endah,
Contob: penggunan tangga diganf dengan alat angkat mekanik ket unfuk bekerja i kefinggjan.
3. Rekayasateknik adalsh melakukan modifkas eknolog at peralatan quna menghindartfeiadimya kecelakaan,
Contob: menggunakan perlengkapan kera atau peraltan linmya unfuk menghincariferatub pada saaf bekera i kefinggian.
4. Admstrast acalah pengendalian melsui pelaksanaan prosodur unfuk bekerjasecara aman.
Contob: pengaturan wakdu kerja (otas fempat erja) wnbuk mengurangi ferpaparya/ fereksposnya pekena ferhadap sumber babaya,
Larangam menggunakan felepon seler i fempa erentu,pemasangan rambuerambu keselamatan
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Mama Perusahaan
Kagiatan

TABEL 1. IDENTIFIKAS] BAHAYA PENILALAN RESIKO,

+ Paninghatan lalas Tumbang Mri - Tusbang Mapoi

IAN RESIND K3,

K3, DAN BEAYA

Hadaman : ...

oo e

Uraian Pekedjaan

i ttiasi Bahaya

Sazaran K3 Proyak

Pergemaalian Resibn K3

Progran Sumbsr Daya

Biaya | Bg )

2

3

&

5

7

Pakaijaan Timbunan

| Tarkolia Saat dump tuck

maserunkan matodiad

| Tarhobia aiksh imisin

rimghasnpar | grador §

harena pergoperaian

ik i B

¥ e aieaan akibat

pegatiran kb batas

yang kurang bai

Peherjaan Gakan/Gusuran

[Terkdea shinat langsomn

miateial gusisran

Paryiapas Badan lakan

i aieaan akibat

operadona dat berat

adr

Piskorjaan Jomdbatan Sayy | diaan akibat tang

wang shan disantang

it h/Tariapn e

Batava pada saat badan

jerrhatas kay dibawa

o i s pofeiejaan

Bataya kecelaaan abibat

perggerain oo hovjs

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB

Nama Perisahaan
Kegiatan

Lokasi

Tanggal Dibuat

Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napei
Kecamatan Kahayan Hulu Utara - Kecamatan Miri Manasa

Halaman - ...

Fis

No

Uraian Pekerjaan

Penilaian Risika

Identifikasi Bahaya

Kekerapan Keparahan

Tingkat Risika

Skala Prioritas

Pengendalian Resiko K3

Penanggung
Jawab [ Nama
petugas )

4 5

6

9

Pekerjaan Timbunan

Terluka saat dump truck

menurunkan material

timbunan

Terluka oleh mesin

t | grader )

karena pengoperasian

tidak benar

Kecelakaan akibat

lalu lintas

yang kurang baik

Pekerjaan Galian/Gusuran

Terluka akibat longsoran

material gusuran

Penyiapan Badan Jalan

Kecelakaan akibat

operasional alat berat

grader
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No

Uraian Pekerjaan

Identifikasi Bahaya

Penilaian Risiko

Kekerapan

Keparahan

Tingkat Risika

Skala Prioritas

Pengendalian Resiko K3

Penanggung
Jawab | Nama

2

3

q

&

9

-

Pekerjaan Jembatan Kayu

Kecelakaan zkibat tiang

yang akan dipancang

terjatuh/terlepas

Bahaya pada saat bahan

jembatan kayu dibawa

kelokasi pekerjaan

Bahaya kecelakaan akibat

penggunaan alat kerja

1.

PERUSAHAAN

PEKERIAAN P

a. RK3K

PENGGUGATTABEL

PENAWARAN CV.

IDENTIFIKASI

RIZKI AL

BAROKAH

SELAKU

BAHAYA,PENILAIAN RESIKO,

PENGENDALIAN RESIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA UNTUK

KOLOM (7) BIAYA (Rp) TIDAK DIANGGARKAN SEHINGGA TIDAK

MEMENUHI SYARAT (TMS) ;

TABEL 1 : IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO.PENGENDALIAN RISIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA

CV. RIFKI AL BAROKAH

Jalan Tumb

Miri - Tumb,

TAHUN ANGG. 205

Napoi

alaman : 01 /02

URAIAN PEKERJIAAN

IDENTIFIKASI BAHAYA

SASARAN K3 PROYVEK

PENGENDALIAN RESIKO K3

PROGRAM SUMBER DAVA

BIAYA ( Rp )

@

@)

5]

(6)

m

Mobiliasi

Kecelukaan Labalintas
dan pelanggaran iin
terhadep anghutan berat,

Resiko Kecclakaan tinggi

. Penggunsan tromon yang

bayak paksi

2. Mengunakan sopir tranive

yang baik

Instuiksi kerja ruc yang akan
dilewati

. Menggunakan ramby -rembu

peringatan sast pegalanan.

. P fan d "

. Pengadnan tranicn yang

dalm kendisi baik

2. Sapir ioetm yg pengalaman

dam mempanyzi SIM.

3. Menyusun instruksi kerja

. Pengndasn rumb pada

mobil treason

mstansi serkait

instamsi yang terksit dan
pengaduan pengawalnays.

|

Pekerjaan Penyiapen Badsn
Jalan

Kecelakaan seriuka olch
peralaian matoe grader

Resiko Kecelskaan sedang

. Penggunsan perlengkapen untuk

Kesmanan Kerja.

2. Instruksi kerja Penyiapsn

dan briknde

Badan Jalin/Grading

i b

. Pengadnan sanung tangan,

sepatu boot, helm dan nasker
serta chat-obatan P3K.

2. Menyusun Instruksi Kerja

3. Pengnd

. Pelurihan kepads pekerja

. Pengadaan instruksar

Pengadazn modul / materi
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Halaman €2/02
NO.|  URAIANPEKERIAAN | IDENTIFIKASIBAHAYA | SASARANKIPROYEK PENGENDALIAN RESIKD KS PROGRAM SUMBER DAYA BIAYA{Rp)
(I il i # ] U] i
3. | Goinn Gusur dan Tinabun Kecelokuun teriuka olh Resiko Keoeloban Sedang {1, Penggunaan perlenghapan untuk I, Pengaduan sarung tangan,
Timbuman Hisilgilian Peralnten gusur bukdoer Keamanun Kerp. sett hoat, helm i maser
serta atuahutan P, /
Terimtwan tanzh frwhunan
an fmgsoran st gusu 1. Insiruksi berja ablm, pusurtimban |2, Menyusim nsirubsi Keja /
an tmben
1. Menggmakan ramby eringaion 3, Pengndion b den ik
ian rikade
4. Peluthan bepac pelerja 4. Pengodaan insimuksr
Pengaduan miodl  mater
4. | Timbunan Tanth Fkhan Keceloknn e alsh Resikio Kecelobun Sedang {1, Penggunaan perlenghapan untuk |. Pengadoan sanung tangan,
peraatan it berat Keamamn Kerjp. seat oot helm din masker
sert atutahutan 3K
Kecelohaun lafulmis st
pelaisaan pekerjumn 1. Instruksiberja tiofunen samuh 2 Menyusim [nstrks Regja
piltan dar i galian /
Terluka sat dump muck
eenunnkan tatril 3. Menggmskon ramby peringaian 3, Pengalon e don brikde
finbunan tan rikade
4. Pehithan bepads pekeria 4. Pengodaan insimuksar
Pengadaan miodhl  mater
§. | Pekerjaan Jembatan Kayu Kecelokaun teruka olsh Resilo K coelakaan Tinggi 1. Penggunaan perlenghapan uniuk I, Pengaduan sarung tangan,
pertaian tukang kava Kesmenun Kerp. sett hoat, helm dim et «
thatan P2K.
Tertapa kayu sat
penganghutan dan s 1. Insiruksi berja Jeubaten Kayu 3 Menyusim stk Regja
Pemasangan syukr
3. Menggmskan ramby peringaion 3, Pengudn b din ik
Tertnbek bt pancang dan ikade
0 PEMaNCAgn g
4. Peluthan bepad pekerja 4, Pengodaam insimuksr
Pengataem madul  materi

b. RK3K PENAWARAN CV.

RIZKI AL

BAROKAH SELAKU

PENGGUGAT TABEL : IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RESIKO,

SKALA  PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN

PENANGGUNG JAWAB TIDAK ADA SEHINGGA TIDAK MEMENUHI

SYARAT (TMS) ;
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a. RK3K PENAWARAN CV. MIRI

BAHAYA,PENILAIAN  RESIKO,

PROGRAM K3, DAN BIAYA YANGMEMENUHI SYARAT (MS) ;

JAYA TABEL
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IDENTIFIKASI

PENGENDALIAN RESIKO K3,

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN RESIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA

Nama Perusahaan CV. MIRI JAYA
Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
Lokasi :  Kec. Kahayan Hulu Utara dan Kec. Miri Manasa
Tahun 2015
Hal. 01702
No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya Sasaran K3 Proyek Pengendalian Resiko K3 Program Sumber Daya Biaya (Rp )
1 2 3 4 5 [ T
1 Mobilisasi & Demobilisasi | a Kecelakaan lalu lintas a Resiko kecelakaan tinggi a Menggunakan Tronton yang layak a Memakai jasa sopir tedatih dan 1.750.000.~ftrip
Berat pakai serta mematuhi o b memiliki izin dan {14.000.000,
lalu fintas. disiplin. mobilisai &
demobilisasi
untuk 4 afat
berat)?)

2 Pekerjaan Timbunan & Terluka saat dump truck a Resiko kecelakaan sedang a Sopir harus bekeria secara benar a Memakai jasa sopir terlatih dan 3.450.000,-/bin
menurunkan material dan hati-hati. memiliki izin mengemudi (13.800.000.-
timbunan, selama

peiaksanaan
pekeran)™)
b ‘Alat Pelindung Diri
{APD) seperti- Halm, Safaty Boot, 8500.000,-
Sanung Tangan
b Teruka oleh masin b Resiko kecelakaan sedang b Operator harus bakerja secara a Memakai Operator terlatih dan 3,450,000, -oin
penghampar {grader) karana benar dan hati-hati. memiliki izin mengemudi (13.800.000 -
pengoperasian tidak benar, selama
pelaksanaan
pekeraan) )
b Pengadaan Alat Pelindung Dini 850.000,-
{APD) seperti- Helm, Safaty Boot,
Sarung Tangan Kotak P3K_
€ Kecelakaan akibat € Resiko kecelakaan sedang ¢ Diperlukan pemasangan rambu- a Pengadaan Rambu lalu intas dan 150 000 -
pengaturan lalu lintas yang ami memasang barikade pembatas.
kurang baik
b Menyediakan secrang pamandu 1.200.000 -bin
arus lalu fintas kendaraan pada {4.800.000.-
saat pelaksanaan pekerjaan selama
pelaksanaan
pekerjaan) 1)
Hal. 02/02
No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya Sasaran K3 Proyek Pengendalian Resiko K3 Program Sumber Daya Biaya (Rp)
1 2z 3 4 5 6 7
3 | Pekerjaan Galian/ a Teruka a Resiko tinggi a  Galian/ gusuran yang tinggi a  Menginstruksikan operator untuk 4.200.000.4bin
Gusuran material gusuran diturunkan hingga mencapai menggusur tebing yang (16.800.000,-
kemiringan yang aman kemiringannya terfalu curam. selama
pelaksanaan
pekenaan) **)
4| Panyiapan Badan Jalan | & Kecalakaan akibal 3 Resiko kecelakaan sadang ] 3 3 Pangadaan Alat Pelinaung Oir B50,000,-
operasional alat berat grader (APD) saparti: Helm, Safety Boat,
Sarung Tangan Katak P3K.
B Pemasangan rambu brikade D Pangadaan Rambu lal Tniss dan
memasang barkads pembatas. 150.000-
§ | Pokenaan JembatanKayu | a  Kecelakaan akibat fiang yang | & Resiko kecalakaan tinggi a K3 a Pengadaan Alat Pelindung Diri B50.000.-
akan dipancang (APD) saparti: Helm, Safety Boat,
teratuhfterepas Sarung Tangan Katak P3K.
B Memasang ol pengikat pada fiang | b Pengadaan ti temal.
pancang, dan pastikan terikat
dangan kuat
b Bahaya pada sasl bahan b Resiko kecelakaan Gnggi ‘& Wenggunakan dump ineck yang @ Memakai jasa sopir teratih dan 3450 606, 4bin
jembatan kayu dibawa layak pakai memiliki izin mengemudi dan (13.800.000,-
kelokasi pekerjaan disiplin. selama
pelaksanaan
pekeraan) )
B Perawalan kendaraan secara B Panggantan olie mesin, 550 B
berkala. tmasmisi kanvas rem serta
penpgantian ban yang sudah tidak
layak pakai (gundl).
© Banaya kecelakaan akibat T Resiko Kecalakaan rendan 3 ia 3 Pengadaan Alat Pelinaung Oirt
penggunaan alat kerja (APD) seperti: Helm, Safety Boat,
Sarung Tangan Kotak P3K.

b. RK3K PENAWARAN CV. MIRI

JAYA TABEL

IDENTIFIKASI

BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN

RISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB YANGMEMENUHI SYARAT

(MS) ;
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TABEL 2. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RESIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB

Nama Perusahaan CV. MIRI JAYA
Pekarjaan :  Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napel
Lokasi Kec. Kahayan Hulu Utara dan Kec. Mirl Manasa
Tahun 2015
Hal. 01/01
Penilaian Risike Skala Penanggung
No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya o Pengendalian Resiko K3 Jawab (Nama
ek Keparshan | 1okt | Pririzs petugas)
rapan parahan Risiko
1 2 3 4 5 [} 7 8 9
1 Mobilisasi & Demobilisasi Alat Kecelskaan lalu intas 3 3 ] 1 - Menggunakan Tronton yang layak pakai. Yan Hendra
Berat (Tinggi) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas Wahyuda, 5T
2 | Pekerjaan Timbunan Terluka saat dump truck 1 2 2 3 - Sopir harus bekera secara benar dan hati- ‘Yan Hendra
menurunkan material timbunan, {Rendah) hati. ‘Wahyuda, ST
Terluka oleh mesin penghampar 1 2 2 a - Operator harus bekerja secara benar dan Yan Hendra
(grader) karena pengoperasian {Rendah) hati-hati ‘Wahyuda, 5T
fidak benar,
Kecelakaan akibat pengaturan 2 2 [] 3 - Diperlukan pemasangan rambu-rambu. an Hendra
lalu fintas yang kurang baik {Sedang) ‘Wahyuda, 5T
3 | Pekerjaan Galian/Gusuran Terluka akibat longsoran 1 3 3 3 - Galian/ gusuran yang tinggi diturunkan ‘Yan Hendra
material gusuran (Sedang) hingga mencapai kemiringan yang aman. ‘Wahyuda, ST
4 | Penyiapan Badan Jalan Kecelakaan akibat operasional 1 3 3 a - Menggunakan perlengkapan K3. Yan Hendra
alat berat grader {(Sedang) Pemasangan rambu/ brikade ‘Wahyuda, 5T
5 | Pekerjaan Jembatan Kayu Kecelakaan akibat fiang yang 1 2 2 3 - Menggunakan perlengkapan K3. ‘Yan Hendra
‘akan dipancang terjatub/terepas (Sedang) Memasaneg tali pengikat pada tiang pancang, Wahyuda, ST
dan pastikan terikat dengan kuat.
Bahaya pada saat bahan 2 2 4 2 - Menggunakan dump truck yang layak pakai.
jembatan kayu dibawa kelokasi Sedar Perawatan kendaraan secara berkala, Yan Hendra
P yu {Sedang)
pekeraan ‘Wahyuda, 5T
Bahaya kecalakaan akibat 3 1 K] 2 - Menggunakan perlengkapan K3. ‘Yan Hendra
penggunazn alat kerja (Ringan) ‘Wahyuda, ST

3. a. RK3K PENAWARAN CV. MULTI KAPUAS RAYATABEL
IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN
RESIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA YANGMEMENUHI SYARAT
(MS) ;
TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN RESIKO K3, PROGRAM K3 DAN BIAYA
NAMA PERUSAHAAN : CV. MULTI KAPUAS RAYA
KEGIATAN + PENINGKATAN JALAN TUMBANG MIRI - TUMBANG NAPOI

NO. URAIAN PEKERIAAN IDENTIFIKASI BAHAYA | SASARAN K3 PROYEK PE"'“"D?:;“" SR "‘OGR';T;“M”“ BIAYA

(3) 2] (3) (4} (5) (6) (7)

1. | ekerjaan Timbunan Terluka saat dump truk Nihil fatal | a. F T Tenaga | Rp. 2.500.000,- { biaya
menurunkan material dump truck harus | Sopir  Trampil dan | Ini adalah untuk
timbunan dilakukan oleh [ minimal 1  Orang | pengadaan rambu~-

tenaga terampll | petugas pengatur lalu | rambu peringatan,,
dan  memastikan | lintas truck alat - alat keselamatan
tidak ada orang lain seperti helm sepatuy
yang berada boot, sarung tangan
didekat dump truck dan obat - obatan
pencegah / P3K,untuk
Terluka oleh mesin Nihil Kecelakaan fatal | b. Operator ~ masin | Tersedianya Operator | total seluruh
penghampar (grader) penghampar harus | alat berat yang trampil | pekerjaan tidak
karena pengoperasian teramplil dan | dan  berpengalaman | termasuk upah
tidak benar berpengalaman dan adanya petugas | pekerja)
dan dilakukan | pengatur lalu lintas
dengan  metode | sekitar alat
yang benar
Kecelakaan akibat Nihil K fatal | c ¥ rambu rambu -
pengaturan lalu lintas rambu  lalulintas | rambu peringatan dan
yang kurang balk serta  penugasan | petugas pengatur lalu
petugas  bendera | lintas di lokasi kegiatan
pengatur lalu lintas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. URAIAN PEKERIAAN IDENTIFKASI BAHAYA | SASARAN K3 provex | PENGENDAUANRISKO | PROGRAMSUMEER BIAVA
1 (2) 3) (8) (5) (6} n
2. | Pekerjaan Galian/ Gusuran Terluka akibat Longsoran Nihil Kecelakaan fatal | 8. Operator mesin | Tersedlanya Operator
materlal gusuran penghampar harus | alat berat yang trampil
terampil dan | dan  berpengalaman
berpengalaman dan adanya petugas
dan ditakukan | pengatur lalu lintas
dengan  metode | sekitar alat
yang benar
3. | penyiapan Badan Jalan Kecelakaan akibat Nihil Kecelakaan fatal | a. Operator ~ mesin | Tersedianya Operator

oparasional alat berat penghampar harus | alat berat yang trampil
grader terampil dan | dan  berpengalaman
berpengalaman dan adanya petugas
dan dilakukan | pengatur lalu lintas
dengan  metode | sekitar alat

yang benar
4. | Pekerjaan Jembatan Kayu Kecelakaan akibat tiang Nihil fatal | a. Dilak k oleh | Adanya petugas yang
yang akan dipancang operator pancang | mengatur para
terjatuh/ terlepas. yang pekerja,
penpengalaman Tersedianya  petugas
dan menggunakan | mengatur aba - aba
sarung tangan | jlka dalam keadaan
karet dan memakai | bahaya. Memastikan
helm pengaman. tiang yang dipancang
secara aman sebulum
melakukan
penumbukan.
Bahaya pada saatbahan | Nihil Kecelakaan fatal | b. Mengunakan sopir | Tersedianya rambu —
jembatan kayu dibawa yang sangat | rambu peringstan dan
kelokasi pekerjaan berpengalaman petugas pengatur lalu
dan trampil | lintas di lokasi kegiatan
menjalankkan alat
transfortasi berupa
dump truck
mengingat medan
lapngan cukup sulit
dan berbukitan dan
bak truck harus
tertutup rapat saat
penganggutan agar
tidak terjadi
bahaya.
Bahaya kecelakaan akibat | Nihil Kecelakaan fatal | ¢. Ketrampilan Tersedianya  sarung
penggunaan alat kerja pekerja diutamakan | tangan, helm, sepatu

pada saat | boot yang  sesual
penggunaan  alat | standar

kerja agar tidak
membahayakan
yqang dikendalikan
oleh kiepala kerja.

b. RK3K PENAWARAN CV. MULTI KAPUAS RAYATABEL

IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS,
PENGENDALIAN RISIKO K3

DAN PENANGGUNG JAWAB

YANGMEMENUHI SYARAT (MS) ;
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TABEL 2. IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB

Nama Perusahaan + CV. MULTI KAPUAS RAYA
Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napol
Lokasi + Kecamatan Kahayan Hulu Utara = Kecamatan Miri Manasa
Tanggal Dibuat 3 15 Juli 2005
PENILAIAN RISIKO
No. | URAIAN PEKERIAAN PENGENDAUAN | PENAGGUNG
IDENTIFIKASI BAHAYA KEKERAPAN KEPARAHAN TINGKAT RISIKO SKALA PRIORITAS RSKO K3 JAWAR

[t} 2) B3] (4) (5) (6) m 8 ©)

1. | Pekerjaan Timbunan Terluka saat dump 2 2 Sedang 2 Tersedianya Pelaksana
truk menurunkan pengatur truk Pekerjaan
material timbunan
Terluka oleh mesin 1 3 Sedang 2 Tersedianya
penghampar (grader} operator yang
karena pengoperasian terampil
ticak benar
Kecelakaan akibat 2 3 Tinggl 1 Tersedianya
pengaturan lalu lintas rambu - rambu
yang kurang balk peringatan dan

tenaga pengatur
lalu lintas

2. | Pekerjaan Galian/ Terluka akibat 2 1 sedang 1 Tersedianya

Gusyran Longsoran material operator yang
gusuran terampil

3. | Penylapan Badan Jalan |  Kecelakaan akibat 1 3 Sedang 1 Tersedianya
operasional alat berat operator yang
grader terampil

‘ o PENILAIAN RISIKO
No. | URAIAN PEKERIAAN | PENGENDALIAN | PENAGGUNG
NTIFIKA SKALA PRIORITAS
| ¥ 4B KEKERAPAN KEPARAHAN | TINGKAT RISIKO 4 RISIKO K3 JAWAB
T (3) 7_@__ [5) (6) m L w W]
4. | Pekerjaan Jembatan Kecelakaan akibat 1 1 Rendah 3 Tersedianyan
Kayu tiang yang akan perancah tang
dipancang terjatuh/ kuat dan dibuat
terlepas dengan metode
| yang benar
Bahaya pada saat 1 1 Rendzh 3 Pekerja yang
bahan jembatan kayu terampil
dibawa kelokasi
pekerjaan
Bahaya kecelakaan
akibat penggunaan 1 2 Rendah 3 Pekerja yang
alat kerja terampil

Palangka Raya, 15 Juli 2015

/CTMTYAPUAS RAYA
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Paningkatan Jalan dan Jembatan
Paningkatan Jalan Tumbang Mirl - Tumbang Napol
Paningkatan Jatan Tumbang Miri - Tumbang Nepoi
Kecamaten Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manass
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TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)
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¥ Petunjuk penggunaan | Aplikasi - procurement lainnya

Daftar Paket Evaluasi

Kode Lelang AZFETO

| Mama Lelang Peninglkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
| Sstuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
| Nilsi Pagu Paket Rp 1.550.000.000,00 Nilsi HPS Pakst Rp 1.550.000.000,00

i‘ Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monev Online

ll Hissil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

| luasi Admini: 1 i Teknis | i Hargs | luasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

| || Evaluasi Taknis
| Alasan

1 - e Jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen
| pengadaan.

Mo Peserts Teknis Lulus

2 ©v. MIRI JAYA -

" jadwral waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen
3 CV.RIZKI AL BAROKAH pengadaan dan isian K3 tidak sesuai dgn yang di persyaratkan dalam dokumen
pengadaan.

4 CW. MULTI KAPUAS RAYA

23 September 2015 18:25 ® 2006-2 merintah (LFF)

Hasil Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
adminstrasi unsur — unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan (persyaratan teknis sesuai dengan jenis pengadaannya) :----
1.Jumlah penawaran yang = 4 (empat) penawaran,yaitu penawaran :-

dievaluasi 1. CV. RIZKI AL BAROKAH ;------===-==-----

2. CV. MIRI JAYA ;

3. CV. WARTI,;

4. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;j--------------

2. Jumlah  penawaran yang 2 (dua) penawaran,yaitu penawaran :----

dinyatakan Memenubhi 1. CV. MIRI JAYA ;
syarat/lulus teknis 2. CV. MULTI KAPUAS RAYA :---cmemmeeee
3 Jumlah penawaran yang = 2 (dua) penawaran, yaitu penawaran :----------
dinyatakan gugur/tidak lulus 1. CV. RIZKI AL BAROKAH ;-----r--mnmmomoooeee
Teknis 2. CV.WARTI;
Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :-------

Hasil Evaluasi Teknisyang dinyatakan Gugur/Tidak Lulus :

1. CV. RIZKI AL BAROKAH: Gugur Evaluasi Teknis karena jadwal waktu
pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen pengadaan

dan isian K3 tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan ;-----
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2. CV. WARTI :Gugur Evaluasi Teknis karena Waktu Pelaksanaan sampai dengan

PHO tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan ;

Hasil Evaluasi Teknis terlampir dilanjutkan ke Evaluasi Harga ;

I. HasilEvaluasi Harga ;
Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VIII2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB IIl.INSTRUKSI

KEPADA PESERTA (IKP)HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI

PENAWARAN Angka26.5Evaluasi Harga [1 file/2 file] :

26.6.A).1) Sebelum evaluasi harga dilakukan koreksi aritmatik dengan

ketentuan :
a. [untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Su

dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan :--------------------

26.6.B).4) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran
terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi
evaluasi harga maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi

terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari

evaluasi administrasi;] ;

-ty ROBOLT

*# Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement linnya /- Pokja Pengadazn Pekerjaan Konstr unan Sipil

Daftar Paket View Lelang Evaluasi
Informasi Lelang

Kode Lelang 437379
Mamz Lelzng Peningh Jalan Tumbang Miri - b Napoi

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kzbupsten Gunung Mas

Nilzi Pagu Pakst Rp 1.550.000.000,00 Milzi HFS Paket Rp 1.550.000.000,00

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monev Cnline

Hasil Evaluasi Lelang {(Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Admini i | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Harga

Mo Peserta Harga Penawaran  Harga Terkoreksi  Lulus Alzsan
1 CV.MIRIJAYA Rp 1.875.900.000,00 Rp 1.£79.900.100,00 -
2 E:QEUL“ SRS Rp 1.904.600.000,00 Rp 1.904.606.900,00
23 September 2015 17:35 © 2006 t bijakan Per an Barang/lasa F intzh (LKPE)
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Hasil Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis :

1. Jumlah penawaran yang = 2 (dua) penawaran, yaitu

dievaluasi penawaran
1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;----

I VA Y | [TI Y-\ 7 ———

2. Jumlah penawaran yang = 2 (dua) penawaran, yaitu
dinyatakan Memenuhi syarat/lulus penawaran :
harga 1. CV.MULTI KAPUAS RAYA ;---

PO VAL V1= TINY:\ 7\ —

3. Jumlah penawaran yang = TIDAK ADA ;

dinyatakan gugur/tidak lulus harga

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :-------
Hasil Evaluasi Harga yang dinyatakan Gugur/Tidak Lulus : TIDAK ADA ;--------

Hasil Evaluasi Harga terlampir dan dilanjutkan EvaluasiKualifikasi ;---------------------

J. Hasil Evaluasi Kualifikasi ;
Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB IIl.INSTRUKSI
KEPADA PESERTA (IKP)HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI
PENAWARAN Angka 28.Evaluasi KualifikasiAngka 28.1Evaluasi
kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).Angka 28.4 Tata cara evaluasi

kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen

Pengadaan ini ;
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BAB VIILTATA CARA EVALUASI KUALIFIKASIHuruf E.Evaluasi kualifikasi

sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak

dapat dilengkapi ;

Evaluasi Kualifikasi dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan

Dokumen Penawaran ;

MNama Lelang i Jalan P — Mapoi
Satuan Kerja Dinas Pekerjzan Umum Kabupatsn Gunung Mas
Nilsi Pagu Paket Rp 1.550.000.000.00 Nilsi HPS Paket Rp 1.550.000.000.00

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monew Online

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi e 1)
i i LN |

i Telonis | luasi Harga | 9 # w1 i Abchir

Evaluasi Kualifikasi
o Peserta Lulus Alzsan
1 COW. MIRT JAYA -
Bugur Pembukiian Kuslifikasi karena tidek dapat menuniukkan dokumen kontrak
2 CV. MULTT KAPUAS RAYA yang Aslf ang sudah ir oleh pejabat yang bervrenang. yang ada
hanya fotocopymnya saja.

23 September 2015 17137 | 2006-2015

Persyaratan * Tjin Ussha
Tjin Klasifikasi
Uszha
SITU  Surat Ijin Tempat Uszha Yang masih berlaku

SBU Sertifikat Badan Ussha - SI003 Jasa Pelzksana Konstruksi Jalan Raya (kecusli Jalan Leyang), Jalan, Rel
Kersta Api, dan Landas Pacu Bandara [dengan Sub Kuzlfikasi K3]; Yang masih berlsku

TCP Tandz Daftar Perusahazan Yang masih berlaku
SIUIK  Surat Ijin Jasa Kenstruksi Yang masih berlaku
* Telzh melunasi kewsjiban pajzk tahun terzkhic
Telzh melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Kewajiban Pajak Tahun 2014

Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektonik yang
terdapat dalam BAB VI beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu} folder) yang diupload melalui
aplikasi SPSE dan disershkan (dokumen aslinya sesuai dengan yang diuplkoad) pada saat Pembuktian Kuzlfikasi
sebagai Dokumen Kualifikasi

* Daftar Peralatan Utama Minimal (disertai no invoice bagi milik sendirif surat dukungan bagi sewa )
Memiliki Personil Inti Tenaga Teknis [ Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan; Kode (028)
Melampirkan dan mengisi Formulir Isizn RK3K,

* Memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Dokumen Pengadaan

»

»

"

Hasil Evaluasi Kualifikasi CV. MIRI JAYA ;

Lelzng Mon Eproc Log Akses Ganti Password o L DEGUT

-

%P Petunjuk penggunssn | ApE procurement tsinnya / ’ . an Pekerjaan Konstruksi Bangunan

Daftar Palat View Lelang  Evaluasi Checldlist Evaluasi
Peserta: CV. MIRT JAVA

Lihat Data kusifikas
= Syarat Ads/Meamenuhi

Ijin Usaha
Tjin Ussha Kiasifikasi

SIUIK
Talah malunasi kewajiban pajak tahun tarakhir
Telzh melunasi kewajiban pajsk tshun terskhir Kevajiban Pajsk Tshun 2014

Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektonik yang terdapst dalam BAB VI
beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu) folder) yang diupload melslui aplikasi SPSE dan disershkan (dokumen
aslinya sesuzi dengan yang diupload) pada sast Pembuktian Kusiifikasi sehagai Dokumen Kualifikasi

Daftar Perslstan Utama Minimal (disertsi no invoice bagi milik sendiri/ surst dukungan bagi sewa }
Memiliki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan: Kode (028)
=

Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RK3K.

-
Mersenuhi syarst-syarst yang terdapat didalam Dokumen Pengadaan

23 September 2015 17:39 TUES : =t ijmkan
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Hasil Evaluasi Kualifikasi CV. MULTI KAPUAS RAYA ;

=@ LonoUT

=P Petun

penggunaan | Apik

e - Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil
| paftar Paket view Lelang  Evaluasi Checldist Evaluasi
Peserta: CV. MULTI KAPUAS RAVA

Lihat Data kualfikasi

Swyarat

Ada/Memenuhi
-~ Telah melunasi kewajiban pajak tabhun terakhir
Telah melunasi = pajak tahun i 5

Pajak Tshun 2014

= Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadasan Secara Elektonik yang terdapat dalam BAE VI
beserta lampiranmy= yang berbentuk file PAf (dalam 1 (sstu) folder) yang diupload melsiui aplikasi SPSE dan dissrahkan (dokumen
| asiinya sesu=i dengan yang diupload) Pembuktian Kualfikasi sehagai Dokumen Kusifikasi

Daftar Peralatan Utama Minimal (disertai no invoice bagi milik sendiri/ surat dukungan bagi sewa }
Memiliki Persanil Inti Tensga Teknis / Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjsan Jalan: Kods (028)
Melampirk=n dan mengisi Formulic Isian RK3IK.

Memenuhi syarst-syarst wang terdspat didalam Dokumen Pengadaan

| Tjin Usaha
13in Ussha

iasfikas
sITu
= ssBu
ToP
S1UIK
23 September 2015 17:40 = Lembs:

Hasil Evaluasi Kualifikasi dilakukan kepada penawaran yang memenuhi

persyaratan Dokumen Penawaran ;

1. Jumlah penawaran yang = 2 (satu) penawaran, yaitu penawaran :---
dievaluasi Kualifikasi 1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;------------

2. CV. MIRI JAYA ;

2. Jumlah penawaran yang

2 (dua) penawaran, yaitu penawaran :-----
dinyatakan Memenubhi 1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----emmemme

syarat/lulus kualifikasi 2. CV. MIRI JAYA ;

3. Jumlah penawaran yang TIDAK ADA ;

dinyatakan gugur/tidak lulus

kualifikasi
Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :-------
Hasil Evaluasi Kualifikasiyang dinyatakan Gugur/Tidak Lulus : TIDAK ADA ;------

K. Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian

Kualifikasi ;

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VIII2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan

Peningkatan Jalan Tumbang Miri— Tumbang Napoi BAB IIl. INSTRUKSI
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KEPADA PESERTA (IKP) HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI

PENAWARAN Angka 29.Pembuktian Kualifikasi ;

29.1. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang

cadangan 1 dan 2 (apabila ada) ;
29.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline ;-------------

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli

atau dokumen vyang dilegalisir _oleh pihak yang berwenang, dan

meminta dokumennya ;

29.7. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi,

pelelangan dinyatakan gagal ;

‘Daftar Paket

=# Petunjuk penggunazn | Aplik:

Daftar Paket View Lelang Evaluasi
Informasi Lelang

Kode Lelang 437379
Nama Lalang i Jalan b Miri - bang Mapoi

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupsten Gunung Mas

Nilsi Pagu Paket Rp 1.550.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 1.550.000.000,00

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monew Online

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Addm 1 i Teknis | Evalussi Hargs | Evalussi i i | Evaluasi Alkhir

Evaluasi Kualifikasi
No Peserta Lulus Alasan
1 CV. MIRIJAYA
Gugur Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapst menunjukkan dokumen kontrsk
2 CV. MULTI KAPUAS RAYA yang Aslif Fotocopy yang sudsh dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yang ada
hanya fotocopynya saja.

Hasil Pembuktian Kualifikasi CV. MIRI JAYA ;

= Petunjuk penggunasn | Aplk pro

Daftar Palet View Lelang  Evaluasi
Peserta: CW. MIRI JAV.A
Lihat Data kusSfikas:

= Syarat Ada/Memenuhi
Liin Usaha

Tiin Ussha Klasifikasi

sITU

sBU

ToP

SIUIK
Telah melunasi kewajiban pajak tahun teralkhir
Telah melunasi kevragiben pajak tshun terakhir Keveajiban Pajek Tahun 2054

Mermyampaikan Isian Deta Kusiifikasi vang s=susi dengan Stendar Dokumen Pengadean Secara Elektonik wang terdapat dalam BAE VI
beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu) folder) wang diupload melalui aplikasi SPSE dan diserahkan (dokumen
aslimya sesuai dengan yang diupload) pada saat Pembuktian Kualifikasi sebogai Dokumen Kualifikasi

Daftar Perslstan Utama Minimal (disertsi no invoice bagi milik sendirif surst dukungan bagi sewa }

T Memifiki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampi SKT Pelsksana Lapangan Pekerjsan Jalan: Kode (028}

Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RICIK.

Mermenushi syarat-sy. yang P Dokumen Pengadaan

N T BT = e e (LkPE)
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Hasil Pembuktian Kualifikasi CV. MULTI KAPUAS RAYA ;

= Petunjuk penggunasn | A procurement ksinnya

Daftar Paket View Lelang Evaluasi Checldist Evaluasi
Peserta: CV. MULTI KAPUAS RAYA

Lihat Dats kuaifikasi

= Syarat Ada/Memenuhi
. Telah melunasi kewajiban pajak tahun teralkhir
Telah melunasi kewajiban pajek tshun terakhir Keveajiban Pajak Tahun 2014

= Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadsan Secara Elektonik yang terdapat dalam BAE VI
beserts lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (sstu) folder) yang diupload melslui aplikasi SPSE dan disershkan (dokumen
| aslinya sesusi dengan yang diupload) peda sast Pembuktian Kualifikasi sebagai Dokumen Kuslfikasi

Daftar Peralstan Utasma Minimsl (disertsi no invoice bagi milik sendiri/ surst dukungan bagi sewa }
Memiiiki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampil SKT Pelsksana Lapangan Pekerjaan Jalan; Kode (028)
Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RK3IK.

| © Mem=nuhi syarst syarst yang terdapst didslsm Dokumen Pengadsan

| Ijin Usaha

Tjin Ussha Kizsikasi
sTu

seu

ToR

S1UIK

23 September 2015 17:40 & 2006-2015 Lembags Kebijak Barang/Jass Ps ¢ y (LKFPF)

Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan

dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya ;

1. Jumlah  penawaran yang 2 (dua) penawaran, yaitu penawaran :----

dilakukan Pembuktian 1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;--------—----

Kualifikasi 2. CV. MIRI JAYA ;

2. Jumlah  penawaran yang 1 (satu) penawaran,yaitu penawaran :---

dinyatakan Memenuhi 1. CV. MIRI JAYA ;
syarat/lulus Pembuktian
Kualifikasi
3. Jumlah  penawaran yang = 1 (satu) penawaran,yaitu penawaran :----
dinyatakan gugur/tidak lulus 1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-------------

Pembuktian kualifikasi
Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut ;-------
Hasil Pembuktian Kualifikasi yang dinyatakan Gugur/Tidak Lulus :-------------------
1. CV. MULTI KAPUAS RAYA: Gugur Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapat

menunjukkan dokumen kontrak yang Asli/ Fotocopy yang sudah dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang, yang ada hanya fotocopynya saja ;
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Hasil Pembuktian Kualifikasi terlampir dan dilanjutkan Pada kesimpulan Hasil

Pelelangan ;

L. Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor :41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB III.INSTRUKSI
KEPADA PESERTA (IKP)HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI
PENAWARAN Angka30.Berita Acara Hasil Pelelangan Pokja ULP

membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

yang paling sedikit memuat :

a. Nama seluruh peserta ;
b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing

peserta ;

c. Metode evaluasi yang digunakan ;

d. Unsur-unsur yang dievaluasi ;

e. Rumus yang dipergunakan ;

f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan

pelelangan ;

g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi

dan hari Tanggal dibuatnya Berita Acara ;

M. Kesimpulan ;

BerdasarkanPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintan Nomor 05 Tahun 2012 tentang

Unit Layanan Pengadaan :

1. Pasal 1, Angka 8.Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP

adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional
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pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3
(tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi ;
Angka 9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda
bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan
profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; Angka 13. Strategi
Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai
tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat
kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga
berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip
pengadaan; Angka 14. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis
adalah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pencapaian program

prioritas Pemerintah dan/atau menjadi perhatian public ;-------------------

2. Pasal 12, Angka (1)Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi :Huruf d.
melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman
kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; Huruf
g.menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil
Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP. Angka (2)Dalam
melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP
mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan

yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ;

Berdasarkan hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi
maka TERGUGAT berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan
peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaicalon pemenang lelang

adalah :
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CALON PEMENANG :

Nama Perusahaan : CV. MIRI JAYAPusat Kuala Kurun ;--------
Nama Direktur : PAULUS ASALI ;

Alamat :JI. Letjend Suprapto Kuala Kurun No.06 ;-
NPWP : 02.292.702.4-711.000 ;

Biaya Pekerjaan : Rp. 1.879.900.100,- ;

Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender ;--

N. 1. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 05
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan : Pasal 12, Angka
()Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi : Huruf f.menetapkan
pemenang untuk : Angka 1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau Angka 2)Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan Angka (3). Penetapan
pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP ;

3. Berdasarkan Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB IIl.INSTRUKSI
KEPADA PESERTA (IKP)HURUF F. PENETAPAN PEMENANGAnNgka
31.Penetapan PemenangAngka 31.1 Pokja ULP melakukan penetapan
pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal

anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk
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nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja
ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia
sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam

aplikasi SPSE ;

UMNIT LAYANAN PENGADAAN (LILP) BARANG/1ASA
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015
FONLA PEMGADAAN PEKERIAAN KONSTRUKS| BAMRGLINAN SEIPIL (KELOMPOK KERLA 1)
Sekretariat - JL Pangeran Dipon egora Mo.02 KUALS KURLUN

BERITA ACARA PENETAPAM PEM
Nomor - 41.6/41 AULP-GUMAS SPOERA-NLNWIF 2015

Program Fening katan Jalan dan Jembatoan
Hagiatan | Peningkatan Jalan Tumbang Min - Tumbang Mepoi
Pekegaan :©  Peningkatan Jalan Tumb=ang Mii - Tumbang Mapoi

Fada hari ini juenat tanggal Tige Puful Satr bulan fuli tahun Do Ribu Lima Bedas, kami ysng
bertanda tangan di bawah ini Eelompok Kerjla Unit Layanan P aan : Pokja Per o Pekerjman
Konstruksi Bamgunan Sipil [POKIA (1] Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2045,
berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 31 Juli 2015, maka Penetapan Perpedia Jasa dari Hasil
Pemilihan Langsung pekerjaaan tersehut di atas, yaitu -

PEMENANG ;

Nama Perusahaan
Mama Direktur
Alamat

MNPFWP

Biay'a Pekeriaan
‘Waktu Pelaksanaan

V. MIRI JFAYA Pusat Kuala Kurun.
PALILUS ASALI
= L Lethend Suprapto Kuala Kunan Mo, 06
= 02 292 M2 4-F11.000
- 1.879.500. 100,
120 [Seratus Dua Puluh) Fari Kalender.

Demikian Berita Acara ni dibuat urrtuk dapat dipergunakan sebagaimana mestings.
Eala Kurun, hari)f tsnggal tersebut diatas.
UMIT LAY ANAN PENGADAAN [ULP) BARANG/IASA

KABUPATEN GUMUNG MAS TAHUMN 2015
FeClA PEMGADAAN FEKERIAAN KONSTRUCH RANGLINAN S5PIL [KELOMPOR KERJA |

T
|
| Mo AMA | JABATAN PANITIA Q‘?NDA TANGAM
| ‘
| } I L
| 1 | noPmRIO Exa K. [ Komtaa A i
. —— ‘ Q;’?
| = | ERICK MamENDRA, A M ‘ Wiainil Ketua ]

3 | AGUS BETYOMO. 5T

4. | VUISAK HARIMATEA, A Md : e ﬂfﬁf i
‘ [
| | - : I < | =l

5 | AGUSTINUS ATUM, Amd | Arggoin c"“ﬂt’L |

:

O. Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VIII2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB IIl.INSTRUKSI
KEPADA PESERTA (IKP)HURUF F. PENETAPAN PEMENANGAnNgka 32.

Pengumuman Pemenang Pokja ULP mengumumkan pemenang dan

Hal.70 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di

website sebagaimana tercantum dalam LDP ;

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/1ASA
KABUPATEN GUNUMNG MAS TAHUMN 2015
POKLA PEMGADAAN PEKERIAAN KOMSTEL IS BANGUNAN 5| FIL [KELDM PO KERIA I}
Sekretariat : |l Pangeran Diponegoro Mo, 02 KUALA EURUN

PE JRALIMAN PEMENANG
Mlomoe @ 91, 204 1 AULP-GUBAAS PORIA- AL 2015

Frogram Peningkatan Jadan dan Jemibatan
Kegistan :  Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbasng Mapoi
Peheriasn : Feningkstan Jslsn Tumbang Miri - Tumbang Napoi

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Penyedia Barangflasa oleh Eelompok Kerfa 1l Urit
Layanan Pengadaan Kabupaten Guamng Mas pada tanggal 31 Juli 2015, maka diemumisan Hasil
Pemenang Pemilihan Langsung sebagai beriiout

PEMENANG :
Mama Perusahaan © W MR JAYA Pusat Kuala Kurun,
Mama Diresctur o PALILUS ASALl
Alamat o JL Letjend Suprapta Euala Kurun Mo, 06
MNPWR : 02292 703 4-711.000
Biaya Prioerjaan i LETE.S00.100,-
Wakmu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Har Kalemnder,

Demdikian disampaikan wniuk diketabui sebagai bahan proses selanjutnya dan atas perhatiannya
divcapkan terimia kasih

Kuala Kurum, 31 Juli 2015

Unit Layanan Pengadaan Esdompok Kega 11
Kabuﬂa‘re_]il Gunung Mas

 Hetua,
G

NOPITRIO EXA K. 5. Hut

Tembusan, disampaikan Eepada Vil

1. Espala Unit Lyyanan Pergadian Kabupaten Gurung Mas di Kuala Haren

2. Pemgguna Anggaran Denas Pekejaan Umum Eabupaten Guming Mg & Eusls Kamin
B Arsip

P. Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VIII2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB IIl.INSTRUKSI
KEPADA PESERTA (IKP)HURUF F. PENETAPAN PEMENANG Angka
33.SanggahanAngka 33.1Peserta yang memasukkan penawaran dapat
menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas

penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah
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ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat
ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA
dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.Angka 33.3Pokja ULP wajib
memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling
lambat [5 (lima) hari kalender (untuk pelelangan umum)]/[3 (tiga) hari
kalender (untuk pemilihan langsung)] setelah menerima
sanggahan.Angka 33.4Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja

ULP menyatakan pelelangan gagal ;

1. SANGGAHAN DARI CV. RIZKI AL BAROKAH SELAKU PENGGUGAT ;---

Uraian Pengirim

Muara Teweh, 3 Agustus 2015 Nomor : 65/CV.RAB/PST/VIII/2015 Perihal : Sanggahan atas CV. RIZKI ALBAROKAH 4
proses Lelang Paket Peningkatan Jalan Tumbang Miri = Tumbang Napol. Kepada Yth. Pokja (3 Agustus 2015 14:16
Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA IIT) ULP Kabupaten Gunung Mas Di Kuala Kurun. Dengan ini
kami sampaikan sanggahan dengan alasan sebagai berikut : 1. Perusahaan kami CV.Rizk Al
Barokah adalah penawar terendah (menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk
proyek tersebut. Sehingga kami cermati Negara dirugikan dengan nominal Rp. 84.900.100 -
(Delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus rupiah), nominal ini adalah selisih antara
harga penawaran kami yaitu Rp. 1.795.000.000 - dengan harga penawaran CV.Miri Jaya Rp.
1.879.900.100,- yang dimenangkan oleh Pokja I11. 2. Kami selaku penawar terendzh pertama tidak
diundang oleh Pokja 11T untuk pembuktian Kualifikas terhadap dokumen penawaran kami. 3.
Sebab perusahaan kami tidak diundang alasan Pokja I11 yang pertama adalah : karena Jadwal
waklu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesual dengan dokumen pengadaan. Jawaban kami
adalah : Setelah kami teliti pada dokumen penawaran kami tidak ada yang salah karena PHO
pekerjaan tersebut kami sampaikan pada Bulan ke IV pada Minggu Ketiga dan Keempat sesuai
tlengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang disyaratkan adalah 120 hari kalender. Jadi
jadwal yang memenuhi syarat seperti yang dikehendaki oleh Pokja I1I seperti apa dan bagaimana.
Tolong dijawab dan disampaikan secara transparan. 4. Sebab perusahaan kami tidak diundang
alasan Pokja 111 yang kedua adalah : karena isian K3 tidak sesual dengan yang dipersyaratkan
dalam dokumen pengadaan. Jawaban karni adalah : Isian K3 yang kami sampaikan sesuai dengan
LDK (Lembar Data Kualifikasi)/Dokumen pengadaan dimana semua kami cantumkan [tem atau
Jenis pekerjaan yang ada di perincian pekerjaan semua sesual beserta dengan resiko maupun
penanganannya. Kami juga mempertanyakan bagaimana Isian K3 yang sesuai dan memenuhi
syarat seperti yang diminta Pokfa L1, tolong dijawab dan disampaikan secara transparan. 5. Perlu
juga kami pertanyakan apa beda Pengumuman yang dikeluarkan Pokja IIT untuk paket pekerjaan
ini (Peningkatan Jalan Tumbang Miri = Tumbang Napal) yang mencantumkan salah satu syaratnya
adalah : Kualifikasi Usaha adalah Perusahaan Kecil {SBU/Sertifikat Badan Usaha - 51003 Jasa
Pelaksana Kostruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang ), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu
Bandara [dengan Sub Kualifikasi K3] yang masih berlaku}. Tetapi pada Penqumuman pelelangan
lainnya seperti pada : 1. Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Sarerangan - Tewah Nilal HPS Rp.
2,000.000.000,- 2. Peningkatan Jalan Masuk ke Wisata Batu Mahasur dan Pelebaran Jalan Sekitar
Landrmark Nilal HPS Rp. 1.905.000.000,- 3. Perbangunan Jalan Tumbang Anoi - Tumbang Mahurol
Nilai HPS Rp. 1.442.000.000,- Dimana yang dipersyaratkan oleh Pokja L/Panitia lelang adalah :
Kualifikasi Usaha adalah Perusahaan Kecil {SBU/Sertifikat Badan Usaha = 51003 Jasa Pelaksana
Kostruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang ), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara
[dengan Sub Kualifikasi K1, K2, K3] yang masih berlaku}. Ada perbedaan mencolok yaitu Sub
Kualifikasi yang dipersyaratkan pada paket Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napol
hanva boleh Sub Kuialifikasi K3 saia. berbeda denaan svarat sub kualifikasi oada ketioa ekeriaan
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2. JAWABAN SANGGAH DARI TERGUGAT ;

Mahkamah Agung Republik Indonesi

fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu

diatas yakn mensyaratkan Sub Kuallikest K1, K2, G yang masih berlaku. Disin menjad
pertanyaan besar bagl kami apakah inl memang dikondisikan/disengaja sepert itu oleh Pokja LI
bersangkutan atau bagaimana...??? mahon penjelasan, kerena sangat membingungkan bagl
karni Perusahaan golongan Kecil dimana searusnya sestal dengan semangat pemerintah adalah
membina perusahaan kecil untuk dapat maju dan mapan. 6. Dan karena perusahaan kami
dlqugurkantidak diundang oleh Pokfa I hanya karena "kesalahan” yang menurut kami bisa
dikarifikasl pada proses Pembuktian Kualifkasi, maka kami meminta dengan sandat untuk Pokia
[1 bisa menampilkan data-data CV. Ml Jaya yang sudah dimenanglan oleh Pokja I Khusisnya
rengenal : Data Peralatan, Data Personalla, Jadwal Waktu Pelaksanazn dan Data R3K yang
rendrut Pokja L1 layek dan bisa cikondisikan untuk dimenangkan itu sepert apa. [nl sesual
fengan Persalngan yang sehat, transparan, dan tdak ada peserta yang diruglkan, dan
renghindari KKN antara Pokja dan rekanan, karena harus esual dengan Pakta [ntegrtas. 7. Dar
hal yang kaml sampalkan diatas besar permofanan kami kepada Pokia I agar dapat diadakan
Evaluasl Ulang terhadap Berkas penawaran kaml. Derikian sanqgahan kami, atas perhatiannya
karmi ucapkan terima kesih, Hormat Kami, CV. RIZKT AL BAROKAH HENNY HENDENT Direkur
Tembusan disampaikan kepada YEh - 1. Ketua ULP Kab. Gunung Mes. 2. Sekretaris Daerah Kab.
(unung Mes. 3. Kepala Dinas Pekejaan Umum Kab. Gunung Mas. 4. Kejaksaan Negeri Kuala Kurun
Kab. Gunung Mas (sebagal pengaduan masyarakat pengquna jasa Konstruksi). 5. Kepala Pollg
Resart Kuala Kurun Kab. Gunung Mas (sebagal pengaduan masyarakat pengquna Jasa konstrulsl),
6, LKPP Lembaga Kebiakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah) di Jakarta. 7. Arsip. [

Lge e, ,Mg 1 01 et ey T .t o . PPt e o g nig
P NGNS VL s

[ et Pesena{lKP) mka]i&agga e 53 P Pl
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GUMAS/POKIA/TIIVII/2015 tanggal 07 Jull 2015 BAB, IIT Instruksi Kepada Peserta (IKP)
Huruf B Dokumen Pengadaan, Angka 8 Lsi Dokumen Pengadaan, Angka 8.4 Peserta
berkewajlban memeriksa keseluruhan Il dokumen pengadaan inl. Kelalalan menyampaikan
dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn dokumen
pengadaan Ini merupakan resiko peserta; C. Berdasarkan SDPSE nomor 41/ULP-
GUMAS/POKIA/TILVII/2015 tanggal 07 Jull 2015 BAB, II1 Instruksi Kepada Peserta (IKP)
Angka 26 Evaluasi Penawaran, Angka 26.4 Evaluasi Teknls, 26.5.A) Dalam hal dokumen
penawaran dengan 1 (atu) file sistem qugur huruf b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis
sesial yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam LDP; D, Berdasarkan SDPSE
formor 41/ULP-GUMAS/POKJA/IILVIL/2015 tanggal 07 Jull 2005 BAB. 111 Instruksi Kepada
Peserta (IKP) Angka 28 Evaluasi Kualifikasi, angka 28.7 Evaluasi kualifikas dalam proses
pascakuiallfikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat
dilengkapi. E. Adapun penjelasan kami terhadap sanggahan yang ibu sampaikan adalah
sehagal berikut : 1. Berdasarkan SDPSE nomor 41/ULP-GUMAS/POIJA/II/VII/2015 tanggal
(07 Juli 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Ml = Tumbang Napol BAB I1I
Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 26 Evaluasi Penawaran, angka 26.1 (Dalam hal
dokurnen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) sistem qugur) angka 26.1.
Berdasarakan hasil koreksl arimatik pokia ULP menyusun urutan dar penawaran terendah,
Angka 26.1.E Pelaksanaan Evaluasi dengan sistem ququr dilakukan oleh pokja ULP untuk
rriendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulal dengan penawaran
terendah setelah korelsl aritmatik, Angka 26.1.F Apabila setelah koreks! aritmatik
terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar kurang darl HPS maka proses lelang
tetan dilanjutkan dengan melakukan evaluasl penawaran, angka 26.1.G Pokja ULP
relakukan evaluasi penaivaran yang meliputl : a. Evaluasi Administras, b. Evaluasi Teknis,
¢. Evaluasi Harga dan d. Evaluasi Kualifikasi; 2. Perusahaan yang Ibu Pimpin tidak dapat
karml undang untuk melakukan Pembuktian Kualifikasl karena telah qugur/ tidak lulus pada
evaluasi teknis; 3. Dalam dokumen penawaran CV. Rizki Al Barokah pada Jadwal waktu
pelaksanaan/ Time schedule tidak mencantumkan Serah terima pertama pekerjaan (PHO)
sehingga tidak sesual dengan SDPSE Dokumen Pengadaan (SDPSE) nomor 41/ULP-
GUMAS/POICIA/TII/VLI 2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan
Tumbang Miri = Tumbang Napol BAB. IIT Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1 Huruf
dAngka 2; Angka 18.2 dan Angka 26.4.A, huruf ¢, angka 2, hurub b; 4. Dalam dokumen
penawaran CV. Rizki Al Barokah untuk isian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kontrak (RK3K) pada Tabel Identifikasi bahaya, penilalan risiko, pengendalian rislko K3,
program K3 dan biaya untuk kolom 7 (tujuh) Biaya pada tabel ini tidak dianggarkan oleh
perusahaan yang [bu pimpin, begitu juga untuk Tabel identifikasi bahaya, penilalan risiko,
skala prioritas, pengendalian risiko K3 dan penangqung jawab tidak ada disampalkan
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dalam dokumen penawaran CV. Rizki Al Barokah; 5. Untuk Pengumuman kami mengenai
Sub Kualifikasi yang berbeda beda pada tahapan lelang pascakualifikasl dengan sistem
guqur baik itu untuk lelang Pemilihan Langsung maupun Lelang Urmum telah tersedia
tahapan Aanwijzing pekerjaan sehingga pada tahapan inl penyedia diharapkan
mempertanyakan hal-hal yang dianggap kurang jelas sehingga apabila terjadi kesalahan
atau perbedaan yang bisa dipertanggungjawabkan dapat dituangkan dalam Addendum
Dokumen Pengadaan (SDPSE) sebagai acuan bersama sebelum Penyedia/ Rekanan
memasukkan dokumen penawarannya, walaupun pada saat tahapan penjelasan/
Aanwijzing Ini tidak digunakan secara maksimal oleh Penyedia/ Rekanan pada tahapan
pembuktian kualifikasi mengenal sub kualifikasi kami tetap mengacu pada Peraturan
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPIKN) nomar 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan kedua atas peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional nomor
10 tahun 2013 tentang registrasi usaha jasa pelaksana kontruksl dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang pembagian subkualifikasi dan
subkualifikasi usaha jasa konstruksi; 6. Pada pelaksanaan lelang paket pekerjaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri = Tumbang Napel ada 2 (dua) penyedia/rekanan yang
sudah kami undang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi yaitu 1. CV. MIRTJAYA dan 2.
CV. MULTI KAPUAS RAYA karena kedua penyedia/ rekanan ini sudah memenuhi peryaratan
administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi yang pada hasi| akhirnya kami pokja ULP
renetapkan CV. MIRI JAYA sebagal pemenang paket pekerjaan Peningkatan Jalan
Tumbang Miri - Tumbang Napoi dikarenakan CV. MULTI KAPUAS RAYA Gugur/ Tidak Lulus
pada tahapan pembuktian kualifikasi, untuk permohonan dari CV. Rizki Al Barokah
mengenai permintaan kepada kami POKJA ULP untuk bisa menampilkan data-data dari
penyedia/ Rekanan lainnya seperti CV. MIRI JAYA dan CV. MULTT KAPUAS RAYA tidak
dapat kami penuhi/ kami kabulkan dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden R1
nomor 54 tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden RI nomor 04 tahun
2015, pada BAB 11, bagian kedua, Etika Pengadaan Pasal 6, huruf b. Bekerja secara
profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa
yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
dalam pengadaan baarang/ jasa; 7. Demikian kami sampaikan atas peangertian, perhatian
dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,

Q. Penjelasan TERGUGAT mengenai Metode e-Lelang Pemilihan Langsung
dengan Pascakualifikasi sistem gugur dan Metode e-Lelang Lelang Umum
dengan Pascakualifikasi sistem gugur dapat kami jelaskan sebagai berikut :----
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
a. Pasal 17 Ayat (2) Tugas Pokok Dan Kewenangan Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan Meliputi : Huruf E.Menilai Kualifikasi
Penyedia Barang/Jasa Melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;

dan Huruf F.Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis Dan Harga

Terhadap Penawaran Yang Masuk ;
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b. Pasal 36 Ayat (1)Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode

Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ;

c. Pasal 37 Ayat (2)Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung

dilakukan melalui proses pascakualifikasi ;
d. Pasal 56 Ayat (1)Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi
dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya
dari Penyedia Barang/Jasa. Ayat (2)Kualifikasi dapat dilakukan
dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. Ayat
(3)Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang
dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Ayat (8)Pascakualifikasi
merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah
pemasukan penawaran. dan Ayat (9)Pascakualifikasi dilaksanakan
untuk Pengadaan sebagai berikut : huruf a.Pelelangan Umum, kecuali
Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; huruf b. Pelelangan

Sederhana/Pemilihan Langsung; dan huruf c.Pemilihan Penyedia

Jasa Konsultansi Perorangan ;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
a. BAB lll Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa KonstruksiHuruf A.
Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Angka 5.
Metode Penilaian Kualifikasihuruf f. Pascakualifikasi merupakan
proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran. huruf

g. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pemelihan Penyedia
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sebagai berikut : angka 1)melalui Pelelangan Umum kecuali untuk

Pekerjaan Kompleks; atau angka 2)yang menggunakan Pemilihan

Langsung ;
b. BAB Il Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Huruf B.
PelaksanaanAngka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi
Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugurhuruf g.
Evaluasi Kualifikasi.angka 2)Evaluasi Formulir Isian Kualifikasi
dilakukan dengan sistem gugur. angka 5)Evaluasi kualifikasi
dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi,
data yang kurang tidak dapat dilengkapi. danangka 6)Apabila

tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan

gagal ;
c. BAB lll Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Huruf B.
Pelaksanaan Angka 10. Pemilihan Langsung Secara
Pascakualifikasi Metode SatuSampul Dengan Evaluasi Sistem
Gugur Proses pelaksanaan Pemilihan Langsung sama dengan
proses pelaksanaan Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi
Metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur kecuali :
huruf a. waktu penayangan pengumuman dilakukan
paling kurang 4 (empat) hari kerja melalui website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-
masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; dan huruf b.
sanggahan dan sanggahan banding : angka 1)masa sanggah dan
jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja; angka 2)masa
sanggah banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawaban

sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja ;---------------------
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3. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja
(POKJA) 1l Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan Peningkatan
Jalan Tumbang Miri - Tumbang NapoiNomor 41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015; BAB |lIl. Instruksi
Kepada Peserta (IKP)Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi
PenawaranAngka 28. Evaluasi Kualifikasiangka 28.7Evaluasi
Kualifikasi Dalam Proses Pascakualifikasi Sudah Merupakan Ajang
Kompetisi, Maka Data Yang Kurang Tidak Dapat Dilengkapi ;-------------

R. Penjelasan TERGUGAT menggugurkan penawaran PENGGUGAT dalam

pelaksanaan Evaluasi Teknisuntuk :

1. Jadwal Waktu Pelaksanaan/ Time Schedule :
a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres
Nomor 04 Tahun 2015, pada Paragraf Kedelapan, Serah Terima
Pekerjaan, Pasal 95 ayat (1) berbunyi : Setelah pekerjaan selesai

100% (seratus perseratus) sesuai dengan Kketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan

permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk

penyerahan pekerjaan ;
b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, BAB Il Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi, BAB Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi, Huruf B. Pelaksanaan, Angka 1. Pelelangan Umum
Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dengan Evaluasi
Sistem Gugur, Huruf f. Evaluasi Penawaran, Angka 8). Evaluasi
Teknis : Huruf c). evaluasi teknis dilakukan dengan sistem
gugur, dengan ketentuan sebagai berikut : Angka (2).

Penawaran  dinyatakan memenuhi  persyaratan  teknis,
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apabila : Huruf (b). jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan
serah terima pertama / Provisional Hand Over (PHO) yang

ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam

dokumen pengadaan ;

c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, BAB llIPengadaan
Pekerjaan Konstruksi, BAB llITata Cara Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi, Angka 10. Penyusunan Dokumen Pengadaan, ULP/
Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen
Pengadaan yang terdiri dari :Huruf c. Rancangan Surat Perjanjian,
Surat Perjanjian terdiri dari : Angka 2). Syarat-syarat umum
Kontrak, Huruf u). Hak dan Kewajiban para pihak, Angka (2). Hak
dan Kewajiban Penyedia :Huruf (d). Melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;

d. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, BAB Il Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi, BAB llITata Cara Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi, Huruf C.PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK, Angka 2. PELAKSANAAN KONTRAK, Huruf o. Serah
Terima Pekerjaan, Angka 1). Setelah pekerjaan selesai 100%

(seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara

tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;

e. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja
(POKJA) 1l Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan Peningkatan
Jalan Tumbang Miri - Tumbang NapoiNomor 41/ULP-

GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 :
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1) BAB lll.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf C.Penyiapan
Dokumen Penawaran Angka 15. Dokumen Penawaran,Angka
15.1[Dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul),
dokumen Penawaran meliputi]: Huruf d. Dokumen penawaran
teknis yang terdiri dari :Angka 2).jadwal dan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama

Pekerjaan (PHO) ;

2) BAB lll.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf C.Penyiapan
Dokumen Penawaran, Angka 18.Masa Berlaku Penawaran dan
Jangka Waktu Pelaksanaan, Angka 18.2.Jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan yang  ditawarkan tidak melebihi
jangka waktu sebagaimanatercantum dalam LDP ;-----------------

3) BAB lll.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan
dan Evaluasi Penawaran, Angka 26. Evaluasi Penawaran,
Angka 26.4.Evaluasi Teknis,Angka 26.5.A.[Dalam hal dokumen
penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur]:Huruf
c.evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan
ketentuan:Angka  2).Penawaran  dinyatakan = memenuhi
persyaratan teknis apabila:huruf b). jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan

(PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang

ditetapkan dalam LDP ;
4) BAB IV.Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf D. Bentuk
Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (satu) file), Dokumen
Penawaran Teknis, [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-
hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan

dalam lembar tersendiri/tambahan], Angka 2. jadwal dan
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jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) [tidak melampaui

batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP] ;-----------------

2. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) :------------

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum :BAB |I. KETENTUAN

UMUM,Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud

dengan :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya
disingkat K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit

akibat kerja pada pekerjaan konstruksi ;

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SMKS3
Konstruksi Bidang PU adalah bagian dari sistem manajemen
organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka

pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi

bidang Pekerjaan Umum ;

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta
pengawasan Yyang mencakup bangunan gedung, bangunan
sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan

lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain

dalam jangka waktu tertentu ;

Hal.81 dari 130 hal.Pkr.N0.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai
kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi  yang
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang
diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai

dengan Undang-Undang ;

5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi
Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah
mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang
PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti

pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU ;-----------

6. Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang,
peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat
kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi
menimbulkan  gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan,
kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja ;--

7. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh

pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja ;-----

8. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan Kkerugian
terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan
lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu

yang terjadi pada pekerjaan konstruksi ;

9. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang

dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat

risiko dan mengendalikan risiko ;
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10. Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah biaya yang
diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan
konstruksi yang harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh

Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa ;

b. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat
Jendral Bina Marga Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan
Jalan Nasional VII Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IlI
Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Tahun Anggaran
2015 tentang Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal :

1). BAB llInstruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf C.Penyiapan
Dokumen Penawaran Angka 16. Dokumen Penawaran,Angka
16.2 dokumen Penawaran meliputi: Huruf g. Rencana

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ;--------------

2). BAB lll.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan
dan Evaluasi Penawaran, Angka 26.Evaluasi Penawaran,
Angka 29. Evaluasi Teknis,Angka 29.15.[Dalam hal dokumen
penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur] :Huruf
c.evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan
ketentuan:Angka  2).Penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan teknis apabila:huruf f). Rencana Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi persyaratan yaitu
adanya sasaran dan program K3 yang secara umum

menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko

bahaya K3 ;
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3). BAB V.Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf D. Bentuk
Dokumen Penawaran Teknis, Dokumen Penawaran Teknis,
[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika
diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar

tersendiri/tambahan], Angka 6.Rencana Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ;

c. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja
(POKJA) 1l Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan Peningkatan
Jalan Tumbang Miri - Tumbang NapoiNomor 41/ULP-

GUMAS/POKJA-1II/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 :

1). BAB lll.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf C.Penyiapan
Dokumen Penawaran Angka 15. Dokumen Penawaran,Angka
15.1[Dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul),
dokumen Penawaran meliputi]: Huruf e. Rencana Keselamatan

dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ;

2). BAB lll.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan
dan Evaluasi Penawaran, Angka 26.Evaluasi Penawaran,
Angka 26.4. Evaluasi Teknis,Angka 26.5.A.[Dalam hal dokumen
penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur] :Huruf
c.evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan
ketentuan:Angka  2).Penawaran dinyatakan  memenuhi
persyaratan teknis apabila:huruf h). Rencana Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi persyaratan yaitu
adanya sasaran dan program K3 yang secara umum

menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko

bahaya K3 ; -
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3). BAB [IV.Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf D. Bentuk

Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (satu) file), Dokumen

Penawaran Teknis, [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-

hal berikut.Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan

dalam lembar tersendiri/tambahan], Angka 7.Rencana

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ;--------------

------- Berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti bahwa Tergugat telah
melakukan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan tidak pernah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki Tergugat ;--
——————— Kami selaku TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh

PENGGUGAT, antara lain :

1. Dalil Nomor 8 (Delapan) ;
Penjelasan lebih lanjut dapat di lihat pada penjelasan huruf H. Hasil Evaluasi

Teknis, pada halaman 12 (Dua Belas) sampai dengan halaman 23 (Dua

Puluh Tiga) ;

2. Dalil Nomor 9 (Sembilan) ;
Penjelasan tentang bagaimana tahapan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
secara elektronik dapat dilihat pada huruf C. Pemberian Penjelasan dan
Addendum Penjelasan Pekerjaan, pada halaman 8 (Delapan) sampai dengan
halaman 9 (Sembilan), dimana tidak ada peserta yang telah mendaftar
mengajukan pertanyaan tentang paket pekerjaan Peningkatan Jalan
Tumbang Miri — Tumbang Napoi, dimana Kelompok Kerja (POKJA)Unit

Layanan Pengadaan (ULP) tidak berkewajiban untuk menyediakan Salinan

Berita Acara Penjelasan (BAPP) ;

3. Dalil Nomor 10 (Sepuluh) ;
Sudah dijelaskan pada Huruf F Evaluasi Dokumen Penawaran pada halaman

10 (Sepuluh) sampai dengan halaman 11 (Sebelas) dimana Koreksi Arimatik
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hanya untuk mendapatkan urutan penawaran terendah yang merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari TahapanEvaluasi Harga, selisih dari

kedua penawaran tesebut yang dianggap PENGGUGAT sebagai Potensi
Kerugian Negara, Kerugian Negara dapat terjadi apabila TERGUGAT dalam
Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa salah atau keliru dalam

memutuskan calon pemenang yang tidak professional dan kompeten dalam

pelaksanaan pekerjaan ini ;
4.  Dalil Nomor 11 (Sebelas), 12 (Dua Belas) dan 13 (Tiga Belas) ;-------------------
Tidak ada Undang-undang maupun Peraturan yang TERGUGAT langgar
maupun penyalahgunaan kewenangan, dimana  prinsip-prinsip dalam
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel telah terpenuhi oleh
TERGUGAT sehingga Keputusan/ Penetapan Tata Usaha Negara atas objek

sengketa dinyata Sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka sangatlah patut
kiranya jika TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutuskan Perkara ini untuk Menjatuhkan Putusan sebagai

berikut :

. Dalam Hal Penundaan ;

Melanjutkan pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri

— Tumbang Napoi ;

Il.  Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan  oleh Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil
(POKJAIII) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung

Mas, berupa Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor
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41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, Paket

Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi dengan

uraian :

Nama Perusahaan : CV. MIRI JAYAPusat Kuala Kurun ;----------
Nama Direktur : PAULUS ASALI ;

Alamat : JI. Letjend Suprapto Kuala Kurun No0.06 ;----
NPWP : 02.292.702.4-711.000 ;

Biaya Pekerjaan : Rp. 1.879.900.100,- ;

Waktu Pelaksanaan 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender ;----

3. Tidak mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi
Bangunan Sipil (POKJA IIlI) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten
Gunung Mas, berupa Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor
41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, Paket

Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi dengan

uraian :

Nama Perusahaan : CV. MIRI JAYAPusat Kuala Kurun.
Nama Direktur : PAULUS ASALI

Alamat : JI. Letjend Suprapto Kuala Kurun No.06
NPWP : 02.292.702.4-711.000

Biaya Pekerjaan : Rp. 1.879.900.100,-

Waktu Pelaksanaan 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam Perkara ini ;
------- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex

Aequo et Bono) ;
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--------- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat
telah mengajukan Replik tertanggal 8 Oktober 2015 pada persidangan
tanggal 8 Oktober 2015 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 13 Oktober 2015 pada persidangan tanggal
15 Oktober 2015 vyang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara

persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

————————— Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2015 Majelis
Hakim telah menerima permohonan secara tertulis dari Calon Pihak

Ketiga (CV. Miri Jaya) untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa Tata

Usaha Negara dalam perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK ;

---------- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah
menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK tertanggal 22 Oktober

2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADI LI

1. Mengabulkan permohonan Pihak ketiga ;

2. Menetapkan Pihak Ketiga atas nama CV MIRI JAYA sebagai Pihak Tergugat Il

Intervensi ;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK ;-----------------

4. Menunda penghitungan biaya perkara Putusan Sela ini sampai dengan

Putusan Akhir ;
————————— Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka pihak Tergugat
Il Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 12 Oktober 2015 pada
persidangan tanggal 29 Oktober 2015 dan mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

---------- Menimbang, bahwa dengan ini perkenankanlah saya selaku PIHAK

INTERVENSI menyampaikan jawaban atas Objek Gugatan Tata Usaha Negara
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Nomor Perkara 15/G/2015/PTUN.PLK terhadap Berita Acara Penetapan Penyedia
Barang/ Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-II/VII/2015 tanggal 31 Juli
2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi, dalam
hal ini perusahaan saya ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dalam hal ini

menjadi Pihak yang terkena akibat hukum secara langsung atas GUGATAN dari

Pihak PENGGUGAT ;

o Adapun penjelasan singkat mengenai pelelangan paket pekerjaan tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Proses Lelang Elektronik yang diikuti pada LPSE Kabupaten Gunung

Mas :

I. Pendaftaran Lelang dimulai pada tanggal 29 Mei 2015 s/d 03 Juni

2015;

II. Pemberian Penjelasan dan Addendum Penjelasan Pekerjaan pada

tanggal 01 Juni 2015 ;
[ll. Batas Akhir upload dokumen penawaran pada tanggal 04 Juni 2015 ;--

IV. Pada Tahapan Evaluasi Administrasi dinyatakan memenuhi
persyaratan/ lulus dan dilanjutkan ke Tahapan Evaluasi Teknis, pada
Tahapan Evaluasi Teknis dinyatakan tidak memenuhi persyaratan/

tidak lulus karena tidak memasukan besaran biaya ;

pada tabel identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian resiko

K3, program K3 dan Biaya ;

e Dalam hal ini saya menyadari kesalahan dalam penginputan data
padahal telah jelas diulas dalam Dokumen Pengadaan pada
halaman 50 (ketentuan pengisian tabel 1 : Kolom 4 sampai

dengan 7 diisi oleh penyedia jasa pada saat penawaran ) ;-----------
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e Bahkan pada tampilan awal aplikasi SPSE terdapat 7 (tujuh)

syarat data kualifikasi yang harus dipenuhi salah satunya

Melampirkan dan Mengisi Formulir isian RK3K ;

V. Pada pelelangan ini tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan

sehingga pelelangan gagal ;

2. Proses Lelang Elektronik berikutnya :

a. Pendaftaran Lelang dimulai pada tanggal 08 Juli 2015 s/d 14 Juli

2015;

b. Pemberian Penjelasan dan Addendum Penjelasan Pekerjaan pada

tanggal 10 Juli 2015 ;
c. Batas Akhir upload dokumen penawaran pada tanggal 15 Juli 2015 ;---
d. Pada Tahapan Evaluasi Administrasi dinyatakan memenuhi
persyaratan/ lulus dan dilanjutkan ke Tahapan Evaluasi Teknis, pada
Tahapan Evaluasi Teknis dinyatakan memenuhi persyaratan/ lulus
dan dilanjutkan ke Tahapan Evaluasi Harga pada Tahapan Evaluasi
Harga dinyatakan memenuhi persyaratan/ lulus dan dilanjutkan ke
Tahapan Evaluasi Kualifikasi, pada Tahapan Evaluasi Kualifikasi

dinyatakan memenuhi persyaratan/ lulus dan terakhir dilakukan

pembuktian Kualifikasi ;
e. Pada pelelangan ini ditetapkanlah CV. MIRI JAYA Pusat Kuala Kurun

sebagai Pemenang ;

e Jawaban atas Gugatan dari penggugat :

. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa proses pengadaan pekerjaan konstruksi ini sudah sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana

semua tertuang dalam Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor
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41/ULP-GUMAS/POKJA II/V1I/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang dijadikan
sebagai Pedoman dan Acuan bersama dalam proses pelelangan ini,
sehingga Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/ Jasa nomor
41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk
Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi yang
dijadikan sebagai Objek sengketa oleh penggugat adalah sah ;----------------

Il. KEPENTINGAN :

a. Bahwa kepentingan pihak penggugat yang merasa penawar terendah
yang harus dimenangkan tidak berdasar dan terkesan memaksakan
kehendak dan jelas terlihat bahwa pihak penggugat tidak memahami/ tidak
mengerti prosedur dan peraturan yang tertuang dalam Dokumen
Pengadaan secara Elektronik Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA 111/V11/2015
tanggal 07 Juli 2015 yang dijadikan sebagai Pedoman dan Acuan
bersama dalam proses pelelangan ini, sehingga kerugian Negara akan
lebih fatal dan bermasalah jika penetapan pemenang hanya didasarkan
oleh harga terendah dengan mengabaikan proses/ tahapan evaluasi yang
telah dijelaskan secara detil dalam dokumen pengadaan (menggunakan
Metode E-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi 1 (satu)
file (sampul) ) sistem gugur { Bab Ill/ E/ 26.1/ Hal 19 - 20}, dengan melalui
beberapa proses evaluasi, sebelumnya dilakukan koreksi aritmatik untuk
mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai
dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik dilanjutkan dengan

evaluasi penawaran yang meliputi :

1. Evaluasi Administrasi : Terhadap data administrasi yang tidak dinilai
pada saat penilaian kualifikasi, Syarat — syarat substansial yang

diminta berdasar Dokumen Pemilihan, jangka waktu surat penawaran

dan bertanggal. ( Bab Ill/ 26.3/ Hal 20 - 21) ;
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2. Evaluasi Teknis : Unsur — unsur yang dievaluasi membandingkan
persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP, metode
pelaksanaan, Jadwal waktu pelaksanaan (jangka waktu sampai
dengan PHO yang ditawarkan tidak melebihi yang ditetapkan dalam
LDP), Jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan, spesifikasi teknis, personil inti yang ditempatkan, Rencana
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi
persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum
menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya
K3. (Bab I/ 26.4/ Hal 21 — 23) dan (Bab IV/A/ 7/ Hal 40 ) j----------=---

3. Evaluasi Harga : Volume/ jenis pekerjaan/ Harga satuan, klarifikasi

kewajaran harga, negosiasi harga bila penawaran kurang dari 3 (tiga)

dil (Bab Ill/ 26.5/ Hal 23 — 27 ) ;

4. Evaluasi Kualifikasi : tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai

dengan ketentuan Bab VIII Hal 64 ;

5. Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline)

(Bab 111/29.1/ Hal 29 - 30) ;

6. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen
Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen

Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta ( Bab Ill/ B/ 8.4/

Hal 8) ;

. DASAR HUKUM GUGATAN ;

e Bahwa Peraturan/ perundang — undangan yang dijadikan Dasar
Hukum Gugatan tidak ada yang dilanggar semua sudah sesuai

dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku ;-------------
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IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

Bahwa alasan baru mengetahui penetapan penyedia barang / jasa
oleh penggugat semakin memperjelas bahwa penggugat kurang
memahami/mengerti proses pelelangan secara elektronik ini, padahal
telah jelas dan terjadwal setiap tahapan pelelangan, bagi peserta yang
memenuhi setiap tahapan evaluasi akan diundang untuk melaksanakan

Pembuktian kualifikasi ;

V. DALIL POKOK GUGATAN :

a. Dari semua dalil pokok yang penggugat jelaskan terlihat bahwa
penggugat mengulas proses pelelangan ini tetapi kurang

memahami/mengerti maksud yang tertuang dalam setiap Bab dalam

Dokumen Pengadaan ;
VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

OBJEK SENGKETA:

Tetap melanjutkan Pelaksanaan Paket Pekerjaan yang dijadikan Objek

sengketa ;

VILI.

PERMOHONAN :

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
b. Menyatakan Sah Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/ Jasa
nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015
untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi ;-
c. Tidak mewajibkan Mencabut Berita Acara Penetapan Penyedia
Barang/ Jasa nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-I1II/VII/2015 tanggal

31 Juli 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri —

Tumbang Napoi ;

d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini ;
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--------- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Il Intervensi tersebut maka
pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 05 November 2015 pada
persidangan tanggal 05 November 2015 yang isi selengkapnya termuat dalam
Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini;

————————— Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut maka pihak
Tergugat Il Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 11 November 2015
pada persidangan tanggal 12 November 2015 yang isi selengkapnya termuat

dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini;
————————— Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 12
November 2015 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang

telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda

P-1 sampai dengan P-31, yaitu sebagai berikut :
1. Bukti P-1 . Foto copy Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor :

41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli

2015. (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 . Foto copy Salinan/Turunan Akta Perseroan Komanditer CV.

RIZKI AL BAROKAH, Nomor 02, tertanggal 02 Oktober 2006.

(sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P-3 . Foto copy Tahap Lelang saat ini, http : // Ipse.

qunungmaskab. go. Id / eproc [/ lelang [/ tahap /

437379.(sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 . Foto copy Informasi Lelang dan status penawaran,

http://Ipse.qunungmaskab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/43

7379. (foto copy dari foto copy) ;
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5. Bukti P-5 :  Foto copy Hasil Evaluasi, http : // Ipse. gunungmaskab. Go.

Id / eproc / rekanan / lelangpeserta / 437379 / true. (sesuai

dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6 :  Foto copy Pemenang Lelang, http : // Ipse. gunungmaskab.

go. Id / eproc / lelang / pemenang / 437379. (sesuai dengan

aslinya) ;

7. Bukti P-7 . Foto copy Surat dari cv. Rizki Al Barokah kepada Pokja
Konstruksi Bangunan Sipil (Pokja lii) Ulp Kabupaten Gunung
Mas dengan Nomor Surat : 65/CV.RAB/PST/VIII/2015,
Perihal : Sanggahan atas proses Lelang Paket Peningkatan
Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi Di LPSE Kabupaten

Gunung Mas Kode Lelang 437379, tertanggan 3 Agustus

2015. (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P-8 . Foto copy Informasi Lelang : Sanggahan CV. Rizki Al

Barokah, http : // Ipse. qunungmaskab. go. Id / eproc /

sanggahan / lelang / 437379 / S. tanggal 03 Agustus 2015,

Pukul 14.16. (sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P-9 . Foto copy Sanggahan Lelang dari LPSE
Pokja Il tanggal 04 Agustus 2015 Pukul 16.45,

http://Ipse.qunungmas.kab.qgo.id/eproc/sanggahan/lelang/437

379/S. (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Kontrak (RK3K) CV. Rizki Al Barokah, Pekerjaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Lokasi
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Dan Kecamatan Miri

manasa, tahun 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-------------------
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11. Bukti P-11 : Foto copy Daftar Kuantitas Dan Harga, Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang
Miri-Tumbang Napoi, Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang
Miri-Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara

dan Kecamatan Miri Manasa, Tahun 2015, CV. Rizki Al

Barokah. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Foto copy Time Schedule, Program Peningkatan Jalan dan
Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-
Tumbang Napoi, Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang
Miri-Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara
dan Kecamatan Miri Manasa, CV. Rizki Al Barokah, Tahun

Anggaran 2015. (sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P-13 : Foto copy Tabel 1 : Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko,
Pengendalian Risiko K3, Program K3, Dan Biaya,
Perusahaan CV. Rizki Al Barokah, Pekerjaan Peningkatan

Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Tahun Anggaran 2015.

(sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-14 : Foto copy Penerapan SMK 3 Dalam PBJ/JB. Nugraha

Website, http : // jbnugraha. Com / penerapan - smk3 —

dalam -pbj/. (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P-15 : Foto copy Informasi Lelang Peningkatan Jalan Tumbang
Miri-Tumbang Napoi Tahun 2015, Nilai Pagu Paket
Rp. 1.950.000.000, Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa,PenandatangananKontrak,http:/[pse.gunungma

skab.go.id/eproc/lelang/view/437379. (foto copy dari foto

copy) ;
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16. Bukti P-16 : Foto copy Informasi Lelang Peningkatan Jalan Kuala Kurun-
Sarerangan-Tewah Tahun 2015 Nilai Pagu Paket Rp.
2.000.000.000, Tahap Leleang Saat ini Sudah Selesai, http :

/l Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 423379.

(sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P-17 : Foto copy Informasi Lelang, Peningkatan Jalan
Masuk ke Wisata Batu Mahasur dan Pelebaran jalan
Sekitar Landmark Tahun 2015 Nilai Pagu Paket
Rp. 1.905.000.000, Tahap Lelang Sudah Selesai, http : //

Ipse. qunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 422379.

(sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P-18 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jalan Tumbang
Nusa-Tumbang Mahuroi Tahun 2015 Nilai Pagu Paket
Rp. 1.442.000.000, Tahap Lelang Sudah Selesai, http : //

Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 429379.

(sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Foto copy Informasi Lelang, Pembuatan Jalan Baru Desa
Luwuk Andan RT. 02 ke Desa Tuyun Tahun 2015 Nilai Pagu
Paket Rp. 480.000.000, Tahap Lelang Sudah Selesai, http : /

Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 403379.

(sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-20 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jalan
Lingkungan Kota Tumbang Miri, Tahun 2015, Nilai
Pagu Paket Rp. 384.000.000, Lokasi Pekerjaan
Kecamatan Kahayan Hulu Utara-Gunung Mas, Tahap

Lelang Sudah Selesai, tertanggal 8 April 2015, Pukul 18.41,
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http : // Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view /

405379. (foto copy dari foto copy) ;

21.BuktiP-21 : Foto copy Petunjuk Teknis Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pengumuman Lelang
Seluruh Indonesia dari LPSE Kabupaten Gunung Mas,

http://Ipse.gunungmaskab.go.id/eproc/, tanggal 13 Oktober

Pukul 22.28. (foto copy dari foto copy) ;

22. BuktiP-22 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jembatan
Sei Pasangon (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran
2015-2016), Tahap Lelang Saat ini Pengumuman Pasca
Kualifikasi Download Dokumen Pengadaan Upload
Dokumen  Penawaran, Nilai Pagu Paket Rp.
9.000.000.000, tanggal 13 Oktober 2015 Pukul 22.39, http :

[/l Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 469379.

(foto copy dari foto copy) ;
23. Bukti P-23 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jembatan
Sei Hampuroi (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran
2015-2016), Tahap Lelalng Saat ini Pengumuman Pasca
Kualifikasi Download Dokumen Pengadaan Upload
Dokumen Penawaran, Nilai Pagu Paket Rp. 9.890.000.000,
tanggal 13 Oktober 2015, Pukul 22.38, http : // Ipse.

gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 403379. (foto

copy dari foto copy) ;

24, Bukti P-24 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jembatan
Sei Napoi (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran

2015-2016), Tahap Lelalng Saat ini Pengumuman Pasca
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Kualifikasi ~ Download Dokumen Pengadaan Upload
Dokumen  Penawaran, Nilai Pagu Paket Rp.
6.246.026.000, tanggal 13 Oktober 2015, Pukul 22.38, http :

/I Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 403379.

(foto copy dari foto copy) ;

25. Bukti P-25 : Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik,
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode e-Lelang
Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok
Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Mas
Tahun Anggaran 2015 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan
Tumbang Miri-Tumbang Napoi. (foto copy dari foto copy) ;----
26. Bukti P-26 : Foto copy Peraturan Lembaga Pembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Nasional, Nomor : 10 Tahun 2014, Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. (foto copy dari

foto copy) (foto copy dari foto copy) ;

27. Bukti P-27 . Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor :
08/PRT/M/2011, Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan
Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi, tanggal 11 Juli 2011.

(foto copy dari foto copy) ;

28. Bukti P-28 : Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
05/PRT/M/2014, Tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi

Bidang Pekerjaan Umum. (foto copy dari foto copy) ;------------
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29. Bukti P-29 : Foto copy Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule), Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan
Jalan kabupaten dan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan
Panunjung Tarung dengan Jumlah Nilai Pekerjaan sebesar
Rp. 2.417.636.363,64 dan Jumlah Nilai Pekerjaan + PPN

10% adalah sebesar Rp. 2.659.400.000,00. (foto copy dari

foto copy) ;
30. Bukti P-30 : Foto copy Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule), Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan
Jalan Kecamatan dan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan
Tangkahen-Jalan Provinsi dengan Jumlah Nilai Pekerjaan
sebesar Rp. 716.363.636,36 dan Jumlah Nilai Pekerjaan +
PPN 10% adalah sebesar Rp. 788.000.000,00. (foto copy

dari foto copy) ;

31. Bukti P-31 : Foto copy Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule), Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan
Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi dan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi dengan
Jumlah Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 3.102.727.272,73 dan
Jumlah Nilai Pekerjaan + PPN 10% adalah sebesar Rp.

3.413.000.000,00. (foto copy dari foto copy) ;

--------- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 12
November 2015 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang
telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda

T-1 sampai dengan T-39, yaitu sebagai berikut :
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1. Bukti T-1 . Foto copy Surat dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunung Mas Kepada Kepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas, dengan Nomor Surat : 600/50/DPU/II/2015,
Perihal : Mohon Proses Pemilihan Penyedia Jasa

Pelaksanaan Fisik Konstruksi, tertanggal 22 Pebruari 2015.

(sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T-2 :  Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten
Gunung  Mas, Nomor  1.03.01.07.07.5.2, Kegiatan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Nomor

1.03.1.03.01.07.07.5.2, tanggal 2 Januari 2015. (sesuai

dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3 :  Foto copy Disposisis dari Kepala Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Barang/Jasa Kabupaten Gunung Mas, tanggal 9 Maret
2015 untuk Proses melalui Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) oleh Kelompok Kerja (Pokja) Il (Pokja

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi). (sesuai dengan aslinya) ;-

4. Bukti T-4 .  Foto copy Surat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Kabupaten Gunung Mas Kepada PIt. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan
Nomor Surat : 23/07.2/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI/2015,
Perihal : Tindak Lanjut Pelelangan Ulang Gagal Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi

(Lelang Ulang), tertanggal 18 Juni 2015. (sesuai dengan

aslinya) ;
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5. Bukti T-5 :  Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tertanggal 25 Maret

2003. (foto copy dari foto copy) ;

6. Bukti T-6 . Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

tertanggal 25 November 2011. (foto copy dari foto copy) ;-----

7. Bukti T-7 . Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja
Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial, tertanggal 24 Desember 2013. (foto copy

dari foto copy) ;

8. Bukti T-8 . Foto copy Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 Dan Perubahannya ;

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;------------------

- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan

Pertama) ;

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan

Kedua) ;

9. Bukti T-9 . Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 28 November 2014.

(foto copy dari foto copy) ;

Hal.102 dari 130 hal.Pkr.N0.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 16 Januari 2015. (foto

copy dari foto copy) ;

11. Bukti T-11 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
50Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, tertanggal 12 April 2012.

(foto copy dari foto copy) ;

12. Bukti T-12 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, tertanggal 18

Januari 2013. (foto copy dari foto copy) ;

13. Bukti T-13 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan

Kesehatan, tertanggal 27 Desember 2013. (foto copy dari

foto copy) ;
14. Bukti T-14 : Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
05/PRT/M/2014 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum, tertanggal 22 April 2014. (foto copy dari foto copy) ;---
15. Bukti T-15 : Foto copy Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012

Tentang :

- Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 ;---------------
- Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54/2010 ;---------------

- Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ;-------------------
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dengan Daftar Isi :
1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 ;------------

2. Bab.l. Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa ;--

3. Bab. ll. Pengadaan Barang ;

4. Bab. lll. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ;-------------------

16. Bukti T-16 : Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
tertanggal 12 November 2012. (foto copy dari foto copy) ;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2014
Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, tertanggal 29 Agustus 2014. (foto copy dari foto

copy) ;

18. Bukti T-18 : Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015

Tentang E-Tendering, tertanggal 29 Januari 2015. (foto copy

dari foto copy) ; -
19. Bukti T-19 : Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5

Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan , tertanggal 2

Februari 2015. (foto copy dari foto copy) ;

20. BuktiT-20 : Foto copy Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi  Nasional Nomor 10 Tahun 2014 Tentang
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, tertanggal 29

Agustus 2014. (foto copy dari foto copy) ;

21. BuktiT-21 : Foto copy Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional Nomor 8 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Peraturan Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 04 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan
Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja

Ahli Konstruksi, tertanggal 25 Juli 2014. (foto copy dari foto

copy) ;
22. BuktiT-22 : Foto copy Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan
Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil

Konstruksi, tertanggal 16 September 2013. (foto copy dari

foto copy) ;
23. Bukti T-23 : Foto Copy Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan, tertanggal 1 Januari 2014. (foto copy

dari foto copy) ;

24. Bukti T-24 . Foto copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan

Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan
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Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik.

(foto copy dari foto copy) ;

25. Bukti T-25 : Foto copy Surat dari Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik
Indonesia Kepada Para Kepala LPSE, dengan Nomor Surat :
311/D-1-3/2015, Hal : Petunjuk Teknis Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 Menggunakan Aplikasi SPSE,
tertanggal 4 Februari 2015. (foto copy dari foto copy) ;----------
26. Bukti T-26 : Foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca
Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun
Tunggal, Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah |lI
Propinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Tahun
Anggaran 2015, Kelompok Kerja ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VII Direktorat Jenderan Bina
Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat. (foto copy dari foto copy) ;

27. Bukti T-27 : Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
(SDPSE) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Gunung Mas, Tahun Anggaran 2015
Nomor : 41/ ULP — GUMAS / POKJA — Il / VI / 2015 Untuk
Pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang
Napoi, tertanggal 7 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya) ;--------
28. BuktiT-28 : Foto copy Surat dari CV. Rizki Al Barokah Kepada

Pokja  Konstruksi Bangunan Sipil (POKJAII) ULP
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Kabupaten Gunung Mas, dengan Nomor Surat
58/CV.RAB/PST/VII/2015, Perihal : Penawaran Pekerjaan

Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, tertanggal

15 Juli 2015. (foto copy dari foto copy) ;
29. Bukti T-29 : Foto copy Surat dari CV. Miri Jaya Kepada Pokja Konstruksi
Bangunan Sipil (POKJA Ill) ULP Kabupaten Gunung Mas,
dengan Nomor Surat : 56/CV-MJ/KK/VII/2015, Perihal
Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-

Tumbang Napoi, tertanggal 15 Juli 2015. (sesuai dengan

aslinya) ;
30. Bukti T-30 : Foto copy Surat dari CV. Multi Kapuas Raya Kepada Pokja
Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA 1) ULP Kabupaten
Gunung Mas, dengan Nomor Surat
78/CV.MKR/PST/VII/2015, Perihal : Penawaran Pekerjaan

Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, tertanggal

15 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya) ;

31. BuktiT-31 : Foto copy dokumen Proses Pemilihan Langsung POKJA
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan sipil (Kelompok
Kerja 1ll), Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015, Nomor 41, Program :
Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan
jalan  Tumbang Miri - Tumbang Napoi, Pekerjaan
Peningkatan jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, tertanggal

5 Agustus 2015. (sesuai denga aslinya) ;

32. BuktiT-32 : Foto copy Data Lelang Pertama, jadwal Lelang Pertama,

Data Kualifikasi Peserta Lelang Pertama dan Sumarry Lelang
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Pertama, http : // Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / panitia

[ viewlelang / 296379. (sesuai denga aslinya) ;--------------------

33. Bukti T-33 : Foto copy Data Lelang Kedua, jadwal Lelang Kedua, Data
Kualifikasi Peserta Lelang Kedua dan Sumarry Lelang

Kedua, http : // Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / panitia /

viewlelang / 329379. (sesuai denga aslinya) ;-------------===-----

34. Bukti T-34 : Foto copy Data Lelang Ketiga, jadwal Lelang Ketiga, Data
Kualifikasi Peserta Lelang Ketiga dan Sumarry Lelang

Ketiga, http : // Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / panitia /

viewlelang / 371379. (sesuai denga aslinya) ;---------------------

35. BuktiT-35 : Foto copy Data Lelang Keempat, jadwal
Lelang Keempat, Data Kualifikasi Peserta Lelang
Keempat dan Sumarry Lelang Keempat, http : // Ipse.

qunungmaskab. go. Id / eproc / panitia / viewlelang / 437379.

(sesuai denga aslinya) ;
36. Bukti T-36 : Foto copy Surat Kuasa dari JOHN ALEXANDER DAU dalam
hal ini selaku Direktur CV. MULTI KAPUAS RAYA
memberikan Kuasa kepada GIATNO, Staf/Kuasa Direktur
CV. MULTI KAPUAS RAYA, untuk Keperluan Menghadiri
Undangan dan Menandatangani Berita Acara Klarifikasi
Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya untuk Pekerjaan Jalan
Tumbang Miri-Tumbang Napoi yang berlokasi Kecamatan

Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manasa, tertanggal

11 Mei 2015. (sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti T-37 : Foto copy Surat Kuasa dari JOHN ALEXANDER DAU dalam

hal ini selaku Direktur CV. MULTI KAPUAS RAYA,
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memberikan Kuasa kepada GIATNO, Staf/Kuasa Direktur
CV. MULTI KAPUAS RAYA, untuk Keperluan
Menanyakan/Klarifikasi mengenai pemberitahuan dari Pokja
Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA 1) ULP Kabupaten
Gunung Mas di Kuala Kurun Mengenai Pembatalan Lelang
Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang
Napoi (LELANG ULANG) Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu

Utara dan Kecamatan Manasa, tertanggal 18 Juni 2015.

(sesuai dengan aslinya) ;
38. BuktiT-38 : Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Sewa Nomor
19/PT.KAP/PST-PLK/VII/2015 yang disepakati oleh GIATNO
(Direktur PT. KARYA ANUGRAH PERSADA) sebagai Pihak
Pertama dan HENNY HENDENI (Direktur CV. RIZKI AL
BAROKAH) sebagai Pihak Kedua dalam Pembuatan
Perjanjian Kontrak Sewa Peralatan untuk Keperluan
Penyelesaian Pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-
Tumbang Napoi yang berlikasi di Kecamatan Kahayan Hulu

Utara dan Kecamatan Miri Manasa, tertanggal 13 Juli 2015.

(foto copy dari foto copy) ;
39. Bukti T-39 : Foto copy Detail Data Badan Usaha atas hama PT. KARYA
ANUGRAH PERSADA. (foto copy dari foto copy) ;---------------
————————— Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Tergugat Il Intervensi telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan
tanggal 26 November 2015 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai

cukup yang telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya, Surat Bukti tersebut

diberi tanda Ti-1 sampai dengan Ti-3, yaitu sebagai berikut :
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1. BuktiTi-1 : Foto copy Dokumen Penawaran. (sesuai dengan aslinya) ;---
2. BuktiTi-2 : Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga CV. Miri Jaya berdasarkan Akta Notaris Trisia Nova
Nomor : 5 Tanggal 21 Januari 2004. (sesuai dengan aslinya);
3. BuktiTi-3 : Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik.

(sesuai dengan aslinya) ;

————————— Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam persidangan

mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli dan 2 (dua) orang Saksi Fakta ;----------------

————————— Menimbang, bahwa Saksi Pertama dari Pihak Penggugat adalah Saksi
Fakta yang bernama CHRISTIAN BELA BANGSA, ST, Umur 40 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tinggal di Jalan Pangrango Nomor : 001, RT/RW : 002/011, Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan
saksi dari Pihak Penggugat tersebut telah diambil janji menurut Agama yang
diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis
Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam
Persidangan tanggal 10 Desember 2015 yang terbuka untuk umum, yang
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

--------- Menimbang, bahwa Saksi Kedua dari Pihak Penggugat adalah Saksi Ahli
yang bernama FAUZI ANSAR, ST, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Universitas Palangka Raya Fakultas Teknik, Agama Islam
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Badak VIII, Nomor : 33,
RT/RW : 005/009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi dari Pihak Penggugat

tersebut telah diambil sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah
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menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat,
Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam Persidangan tanggal 17
Desember 2015 yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat
dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan Putusan ini ;

————————— Menimbang, bahwa Saksi Ketiga dari Pihak Penggugat adalah Saksi
Fakta yang bernama GUNAWAN TOENDAN, Umur 42 Tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di
Jalan Antang Kalang IV, Nomor 12A, RT/RW : 003/014, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan
saksi dari Pihak Penggugat tersebut telah diambil janji menurut Agama yang
diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim,
Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam Persidangan
tanggal 17 Desember 2015 yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya

termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Putusan ini ;

————————— Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Tergugat dan

Tergugat Il Intervensi tidak mengajukan saksi ;
————————— Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat,
telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 30 Desember 2015 pada
persidangan tanggal 30 Desember 2015 dan untuk Pihak Tergugat dan Tergugat

Il Intervensi pada persidangan perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan, yang

selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

--------- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya

sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;
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--------- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa

menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya

memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

------------ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai dalam duduk perkara ;

—————————— Menimbang, bahwa dalil-dalii gugatan Penggugat pada pokoknya
menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa berupa Berita Acara Penetapan
Penyedia Jasa Nomor :41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31
Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil
Pelelangan tanggal,31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan
Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/
kontrak Rp.1.879.900.100 ,-( satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta
sembilan ratus ribu seratus rupiah ) adalah bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

dan merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

—————————— Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi mengajukan jawaban yang masing-masing tertanggal 29
September 2015 dan 12 Oktober 2015. Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam

jawabannya tidak memuat mengenai eksepsi ;

---------- Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat,
sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu
untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek
Tenggang waktu pengajuan gugatan, kewenangan mengadili dan kepentingan

Penggugat dalam perkara a quo apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak
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diterima Gugatan a quo sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, “Hakim menentukan
apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan
untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti

berdasarkan keyakinan Hakim”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim

berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo ;

. TENGGANG WAKTU GUGATAN: :

————————— Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986
menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara”;

————————— Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: “Bagi mereka
yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa
kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak

saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan

mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

————————— Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat
dihubungkan dengan objek sengketa a quo ternyata Penggugat adalah pihak
ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa a quo, sehingga
dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat ia merasa
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui

adanya Keputusan objek sengketa ;

Hal.113 dari 130 hal.Pkr.N0.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--------- Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a
quo pada tanggal 03 Agustus 2015 selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan
a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 2 September
2015, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih
dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55

Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. No.

5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 ; -

. KEWENANGAN MENGADILI :

--------- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan
absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan
dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa a quo merupakan obyek
sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ;-------------

————————— Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur
bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

--------- Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan
dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan
dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta

unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan
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akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan
tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas,
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan
yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut
diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo,
Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa
Nomor :41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh
Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan
tanggal,31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan
Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/
kontrak Rp.1.879.900.100,- ( satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta
sembilan ratus ribu seratus rupiah ), unsur individual bahwa surat keputusan
obyek sengketa a quo ditujukan kepada CV MIRI JAYA in casu Tergugat Il
intervensi, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada Penggugat telah
menggunakan seluruh upaya admistrasi sebelum mengajukan gugatan a quo di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek
sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa
Penggugat tidak dapat mengikuti proses pelelangan lebih lanjut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo telah
memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha
negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87

Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;---------
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--------- Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur-
unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-
Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat
menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap

sengketa a quo Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa,

memutus serta menyelesaikannya ;

Il. Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Penggugat ;

————————— Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha
Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan ( No interest,
No action ), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang menyatakan bahwa :” Orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan

Jatau direhabilitasi * ;=-=======m=mmm s e B O

--------- Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas
menjadi Penggugat adalah “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di

Daerah ”;
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--------- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan
Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum vyaitu
kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan
dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan

hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun

tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa ;
--------- Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum

perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan

Tata Usaha Negara ;
Menimbang, bahwa Kelompok Kerja Konstruksi bangunan sipil (POKJA III) unit
layanan pengadaan barang/jasa Kabupaten gunung mas selaku Tergugat telah
menerbitkan Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor :41.6/41/ULP-
GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal, 31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai
pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal,31 Juli 2015
kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang
Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan
Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100
,-( satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus

rupiah ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai
badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana
dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan karena
Penggugat tidak dapat mengikuti proses pelelangan lebih lanjut dan juga telah
memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
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kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang

harus dilindungi oleh hukum ;
————————— Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang
pengadaan barang/jasa Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-
Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan
Kecamatan Miri Minasa Kabupaten Gunung Mas terhadap diterbitkannya Surat
Keputusan a quo, maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya
dikarenakan Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang pengadaan
barang/jasa , dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum ( legal
standing ) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo ;----------------
————————— Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus
dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (rechtmatigeheid)
menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum
Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara

terhadap objek sengketa A quo ;

DALAM POKOK PERKARA ;

--------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;
————————— Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut
hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok
persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha

Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;-------------
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintah yang baik? ;
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--------- Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

————————— Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang
bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan

atau substansial ;

---------- Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat
bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam
mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan
apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (rechtmatig) atau
tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat

keputusan dalam sengketa in litis ;

1. Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek

sengketa a quo :
--------- Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak
berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan,
yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan
tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila
pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk
wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata
usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya.
Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang
digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang

telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;

————————— Menimbang bahwa Tergugat memeperoleh wewenang untuk mengadakan

proses Pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Presiden
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Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa
pemerintah beserta perubahannya yang terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor : 4 tahun 2015 lengkap dengan petunjuk teknisnya, Peraturan
Kepala Lembaga Kebhijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor
14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB |lI
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB Il Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi ,peraturan-peraturan dan perundang-undangan pendukung lainnya
yang dituangkan dalam STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA

ELEKTONIK (SDPSE) Nomor : 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07

Juli 2015 (vide bukti T-1,T-2,T-3,T-4T-8,T-9,T-27) j-------mmmmmmmmm oo
————————— Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat memperoleh surat dari PLT.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas nomor
600/50/DPU/11/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 KepadaKepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perihal
Mohon Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Fisik Konstruksi sebagai

dasar pelaksanaan proses lelang pemilihan penyediaan barang/jasa pekerjaan

peningkatan jalan tumbang miri-tumbang napoi (vide bukti T-1) ;
————————— Menimbang bahwa Tergugat telah pula memperoleh Disposisi dari Kepala
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Maret 2015
Kepada Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas untuk
proses melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Kelompok
Kerja (Pokja) Il (Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi) (vide buktiT-3) ;------------
--------- Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut majelis Hakim berkesimpulan

bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam melaksanakan proses pengadaan

barang/jasa sekaligus menerbitkan objek ssengketa A quo ;
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TENTANG PROSEDUR/SUBSTANSI POKOK PERKARA :

--------- Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam
menerbitkan objek sengketa a quo, maka terhadap objek sengketa selanjutnya
akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan/atau subtansinya secara

bersama-sama dimana dalam sengketa a quo tidak bisa dipisahkan ;------------------

————————— Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang
disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

DEIKUL === mm e m e m e e e oo

1. Bahwa Tergugat telah mengadakan proses lelang pemilihan Barang/jasa

pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi ; -
2. Bahwa CV.MIRI JAYA (Tergugat Il Intervensi) telah memenangkan proses
lelang pemilihan Barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-
Tumbang Napoi berdasarkan pada Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa
Nomor :41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-1I/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh
Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan
tanggal,31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan
Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga
penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100 ,-( satu milyar delapan ratus tujuh puluh

sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) ;

3. Bahwa CV. RIZKI Al BAROKAH (Penggugat) telah menyampaikan sanggahan
yang diajukan dalam masa sanggah kepada tergugat sebagaimana
diunggah ( Upload ) pada aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas Http : //

Ipse. gunungmaskab. go. Id / eproc / sanggahan / lelang / 437379/S, karena

alasan digugurkan / tidak lulus sebagai penyedia jasa/pemenang lelang |

(pertama) ;
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--------- Menimbang bahwa majelis Hakim berpendapat bahwa substansi perkara A
quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam memenangkan CV.MIRI JAYA
(Tergugat Il Intervensi) dan menggugurkan CV. RIZKI Al BAROKAH (Penggugat)
dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-

Tumbang Napoi telah tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau

tidak? ;
————————— Menimbang bahwa dalam peraturan Standar Dokumen Pengadaan Secara
Elektronik (SDPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas
Kelompok Pokja (POKJA) 1l Tahun Anggaran 2015 Nomor 41/ULP-

GUMAS/POKJA-III/VII/2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri —

Tumbang Napoi Tanggal 07 Juli 2015, yang mengacu pada :

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang

pengadaan barang/ jasa pemerintah beserta perubahannya yang terakhir

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 :
b. Pasal 1 Angka 21 Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan

ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa ;

--------- Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman lelang melalui

website resmi LPSE (Ipse.gunungmaskab.go.id) ULP kabupaten gunung mas E-

Proc tanggal 08 Juli s/d tanggal 14 Juli 2015 (vide bukti T-27) ;
————————— Menimbang bahwa selanjutnya berdasar pada Standar Dokumen Secara
Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli
2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB
lll. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF E. PEMBUKAAN DAN

EVALUASI PENAWARAN ANGKA 26.4 Evaluasi Teknis : Angka 26.5.A)
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[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur]

disebutkan bahwa ;

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi ;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam LDP ;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :------------------
1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan

membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum

dalam LDP ;
2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila :--------------------
a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan
penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dan relevansinya dengan

jadwal pelaksanaan ;

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima

pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu

yang ditetapkan dalam LDP; (vide bukti T-27) ;
————————— Menimbang bahwa selanjutnya dalam Standar Dokumen pengadaan secara
elektronik Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) bagian A. Lingkup Pekerjaan
angka 7 menyebutkan bahwa “ Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120
(seratus dua puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan
puluh) hari kalender terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO)

(vide bukti T-27) ;

--------- Menimbang bahwa dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012,
BAB Il Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia
Jasa Konstruksi, Huruf B. Pelaksanaan, Angka 1. Pelelangan Umum Secara

Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur, Huruf f.
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Evaluasi Penawaran, Angka 8). Evaluasi Teknis :Huruf c). evaluasi teknis
dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut :Angka (2).
penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila : Huruf (b). jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pertama / Provisional Hand Over

(PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam

dokumen pengadaan (vide bukti T-15) ;

--------- Menimbang bahwa dalam proposal penawaran CV. RIZKI Al BAROKAH
bernomor 58/CV.RAB/PST/VII/2015 tanggal 15 juli pada bagian time schedule

tidak terdapat serah terima pekerjaan /PHO dalam jangka waktu 120 (seratus dua

puluh) hari kalender (vide bukti P-12=T-28) ;

————————— Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Standar Dokumen Secara
Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-II/VII/2015 tanggal 07 Juli
2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB
lll. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF E. PEMBUKAAN DAN
EVALUASI PENAWARAN ANGKA 26.4 Evaluasi Teknis : Angka 26.5.A )[Dalam

hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur] angka 2

tentang penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis apabila :
h) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenubhi
persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum

menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya KS3.(vide

bukti T-27) ;

————————— Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum :BAB .

KETENTUAN UMUM,Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud

dengan :
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Angka 10 . Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah biaya yang diperlukan
untuk menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan konstruksi yang harus

diperhitungkan dan dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. (vide

T-14) ;
————————— Menimbang bahwa dalam proposal penawaran CV. RIZKI Al BAROKAH
bernomor 58/CV.RAB/PST/VII/2015 tanggal 15 juli pada bagian tabel Identifikasi
Bahaya,Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko K3, Program K3, Dan Biaya Untuk

Kolom (7) Biaya (Rp) Tidak Dianggarkan (vide bukti P-10 = T-28) ;

menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa Tindakan
Tergugat dalam menggugurkan proposal penawaran CV. RIZKI Al BAROKAH
(penggugat) dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan
Tumbang Miri-Tumbang Napoi apabila dihubungkan dengan ketentuan Standar
Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-1I/VII/2015
tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri —
Tumbang Napoi yang telah terurai sebelumnya telah tepat dan sesuai dengan
aturan yang berlaku karena dalam dokumen penawaran Penggugat telah terdapat
kekurangan dalam hal pelaksanaan serah terima Pekerjaan (PHO) yang tak

terjadwal dalam jangka waktu 120 hari kalender (vide bukti P-12,T-15,T-27,T-28);--

————————— Menimbang bahwa selanjutnya dalam dokumen penawaran Penggugat
telah terdapat pula kekurangan dalam hal bagian tabel Identifikasi
Bahaya,Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko K3, Program K3, Dan Biaya Untuk
Kolom (7) Biaya (Rp) Tidak Dianggarkan (Vide bukti P-10,T-14,T-27,T-28)
sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam mengamabil
keputusam untuk menggugurkan dokumen penawaran Penggugat dalam proses
pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang

Napoi telah tepat dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku
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serta azas azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas ketelitian dalam

pengambilan suatu keputusan ; --

--------- Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan memberikan
pertimbangan hukum mengenai layak atau tidaknya CV. Miri jaya (Tergugat Il
intervensi) dalam memenangi proses pengadaan barang/jasa pekerjaan

peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi ;

Menimbang bahwa setelah Tergugat mengugurkan proposal penawaran CV.RIZKI
Al BAROKAH (penggugat) dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan
peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi maka dalam proses selanjutnya
yang dapat mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa pekerjaan

peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi adalah CV. Miri Jaya dan CV.

Multi Kapuas Raya ;

————————— Menimbang bahwa dalam Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE)
Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-111/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri — Tumbang Napoi BAB IIl. INSTRUKSI KEPADA
PESERTA (IKP) HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN Angka

29.Pembuktian Kualifikasi :

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang

cadangan 1 dan 2 (apabila ada) ;

29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) ;----------------

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau

dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta

dokumennya ;

29.7 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan

dinyatakan gagal. (vide Bukti T-27) ; -
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--------- Menimbang bahwa dalam tahapan pembuktian kualifikasi CV. Multi Kapuas
Raya dinyatakan gugur karena tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak yang
asli/fotocopy yang sudah dilegalisisr oleh pejabat yang berwenang (vide bukti T-

35); -

————————— Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dengan gugurnya
CV.Multi Kapuas Raya maka  tindakan Tergugat dalam hal
memenangkan/menyatakan penawaran yang telah memenuhi syarat adalah
CV.Miri Jaya(Tergugat Il Intervensi) telah tepat dan sudah sesuai dengan aturan

perundang-undangan yang berlaku dan azas —azas umum pemerintahan yang

baik ;
————————— Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan
objek sengketa dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan juga azas-azas umum pemerintahan yang baik maka majelis

Hakim harus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
--------- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk
seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh

Penggugat, Majelis Hakim menilai sudah tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan,

oleh karenanya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

--------- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak
untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan
ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam

amar putusan ini ;
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--------- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang
harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas
dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang
relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di
persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap
dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti

tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta

Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----------

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.500,-

(duaratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
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--------- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 18
Desember 2015, oleh kami RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua
Majelis, DEVYANI YULI KUSNADI,S.H dan DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H.,
M.H. . masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari
2016, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
DEVYANI YULI KUSNADI,S.H dan DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh FARDHIANA
RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Tergugat Prinsipal dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I

Intervensi ;

HAKIM KETUA SIDANG,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H

HAKIM ANGGOTA |, HAKIM ANGGOTA Il

DEVYANI YULI KUSNADI,S.H DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH.
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Perincincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan Rp. 129.500,-
4. Materai Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 280.500,-

Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah
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